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ABSTRAK

Muh Hernandi F,Upaya Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas
Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020 Kabupaten Barru (Analisis
Siyasah Dusturiyah), (dibimbing oleh Zainal Said dan Hj. Saidah)

Pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas merupakan upaya- upaya yang
dilakukan dalam memenuhi hak masyarakat penyandang disabilitas untuk ikut dalam
Pemilu. Pemenuhan hak pilih termasuk pemenuhan hak asasi manusia dikarenakan
hak pilih termasuk hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu gugat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dalam mengumpulkan
data menggunakan metode penelitian lapangan ( field researchl). Adapun tekhnik
analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, model data, dan penarikan
kesimpulan.

Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan pilkada 2020
Kabupaten Barru berpedoman pada PKPU No.5 Tahun 2020, dengan upaya
pemenuhan yang dilakukan oleh KPU Kabupaen Barru terhadap masyarakat
penyandang disabilitas yaitu melakukan pendataan, menyediakan sarana dan
prasarana Kkhusus, memberikan pelayanan khusus, dan memebentuk relawan
demokrasi. Adapun faktor penghambat dalam upaya pemenuhannya vyaitu
pengidentifikasian masyarakat penyandang disabilitas dan kesulitan dalam
berinteraksi dengan masyarakat disabilitas. Upaya pemenuhan yang dilakukan oleh
KPU Kabupaten Barru tidak sejalan dengan konsep Siyasah Dusturiyah yang
mengedapankan sistem pemilihan dan pengangkatan pemimpin melalui Ahlul Halli
wal Aqd yang berarti orang- orang yang telah ditunjuk dari setiap kelompok
masyarakat yang berhak memilih dan mengangkat pemimpin.

Kata Kunci : Pemenuhak hak pilih, Penyandang Disabilitas, Siyasah Dusturiyah.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki dan melekat pada diri setiap
manusia sepanjang hidupnya sejatinya adalah hak pribadi dan kodrat yang diberikan
oleh Sang Pencipta. Hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu tanpa terkecuali ini
kemudian menuntut kepada setiap individu untuk melaksanakan atau mendapatkan
hak tersebut tanpa membentur hak orang lain. Sebagai hak dasar, hak asasi manusia
memiliki lingkup yang sangat luas. Garis besar hak-hak yang terangkum dalam hak
asasi manusia diantaranya adalah hak-hak asasi politik atau dikenal dengan political
right atau hak politik.

Hak politik yaitu hak yang dimiliki oleh setiap warga Negara Indonesia untuk
ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih ( memilih dan dipilih), hak mendirikan partai
politik, dsb. Dalam sejarah politik di Indonesia, keikutsertaan dalam pemilu dalam
konteks politik demokratis merupakan gejala yang langka terutama politik demokratis
baru diberlakukan beberapa kali sepanjang sejarah Indonesia, yakni Pemilu Pertama
1995, Pemilu kedua 1999, Pemilu ketiga 2004, Pemilu keempat 2009, Pilpres 2004
(dua kali, atau dua putaran), Pilpres 2009, dan Pemilu 2014.!

Dalam pandangan figh siyasah, penyelenggaraan pemilihan sudah ada sejak
zaman Khulafaur Rasyidin. Pada saat setelah Rasulullah SAW, kursi kepemimpin
menjadi kosong dan para sahabat pun belum mengetahui tata cara dalam pemilihan

pemimpin. Maka dari itu, para sahabat berusaha keras untuk menemukan tata

!Darji Darmohido, Pancasila Suatu Orientasi Singkat (Jakarta : PN Balai Pustaka, 1979), h.
79.



caranya. Adapun metode yang mereka gunakan yaitu pertama, pemilihan dan yang
kedua, penunjukkan khalifah sebelumnya yang telah kita ketahui bahwa
pengangkatan khalifah Abu Bakar dan Ali Bin Abi Thalib melalui proses pemilihan
yang dilakukan Ahlul Halli Wal Aqd. Metode pengangkatan selanjutnya yaitu
menggunakan wasiat yang telah kita ketahui bahwa Umar Bin Khattab dan Utsman
Bin Affan menjadi khalifah atas wasiat khalifah sebelumnya. Oleh karena itu,
pemilihan pemimpin dilakukan dengan cara yaitu pertama, musyawarah yang
dilakukan oleh umat Islam untuk memilih pemimpin, setelah itu pemilihan pemimpin
yang disetujui oleh rakyat dilakukan pembaiatan secara bersamaan. Kedua, pemilihan
yang dilakukan oleh Ahlul Halli Wal Aqd, yaitu pemilihan melalui perwakilan atau
dewan formatur pada masa tersebut, yang pada akhirnya akan dilakukan dengan cara
bersamaan oleh umat Islam.?

Memilih pemimpin menurut ajaran Islam rupanya tidak sembarangan.

Berdasarkan Q. S. An- Nisa’/4: 144 yaitu:

~ §. 0% 97 < oho AT 1o. 2at oA 2 _T-ve] 7o b} A8\ (ed ) el L
1515 G 653 7 e dall 35 Ge 5T G0 6K 15085 Y 150 Gl
Zo @ f‘ §s Lot

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir
sebagai teman setia dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah kamu
ingin megmberi alasan yang jelas bagi Allah (untuk menjatuhkan hukuman)
atasmu?

2\/era Agus Indriyani, Penyelenggara Pemilu Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Menurut
Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 Perspektif Figih Siyasah, ( Bandar Lampung: Universitas
Raden Intan Lampung, 2018), h. 91- 92.

3Kementrian Agama Republik Indonesia tahun 2020.



Dalam ayat diatas, ada larangan agar orang- orang mukmin tidak meminta
pertolongan kepada orang- orang kafir yang memusuhi kaum Muslimin, baik dengan
pendapat atau berteman dekat dengan mereka, dan tidak boleh memberikan
kepercayaan apalagi membocorkan rahasia kepada mereka..

Dalam negara demokrasi Indonesia, pemilu dilakukan secara berkala sesuai
dengan prinsip- prinsip konstitusi. Prinsip- prinsip dalam pemilihan umum yang
sesuai dengan konstitusi yaitu prinsip bahwa kehidupan ketatanegaraan yang
demokrasi ditandai oleh warga negara yang berhak ikut dalam setiap proses
pengambilan keputusan kenegaraan.

Keikutsertaan masyarakat dalam pemilu merupakan suatu elemen dasar dari
sebuah demokrasi. Salah satu sifat dasar dari demokrasi adalah adanya persaingan
antara kaum elite untuk memenangkan kredibilitas masyarakat dalam rangka
menduduki jabatan pemerintahan. Dukungan warga itulah yang dinamakan partisipasi
politik. Dalam teori demokrasi klasik, warga negara dipandang tertarik dan mau
berpartisipasi dalam politik. Mereka cukup paham mengenai proses pemerintahan dan
alternatif pemecahan terhadap masalah- masalah yang muncul. Mereka berpartisipasi
dalam proses politik, sesuai dengan aturan- aturan yang berlaku. Melihat pandangan
ini, partisipasi diangggap dan dipercaya sebagai alat dalam penentuan kebijakan-
kebijakan yang diharapkan, termasuk dalam menentukan pemimpin di Indonesia.*

Pemilihan umum merupakan salah satu proses sekaligus hasil dari sebuah
demokrasi. Meski demokrasi secara substansial dengan nilai- nilai yang menjunjung

tinggi keterbukaan, kebebasan dan hak asasi baru sepenuhnya dijalankan pasca

4Annisa Dewi Permatasari dan Priyatno Harsasto. Upaya Pemenuhan Hak Politik
Penyandang Disabilitas di Kota Semarang Pada Pilgub 2018, Journal of Politic and Government
Studies, Vol. 8 No. 4, 2019, h. 2.



runtuhnya kekuasaan orde baru dibawah kepemimpinan Soeharto. Pada masa Orde
Baru, hanya 3 partai yang diizinkan untuk mengikuti serangkaian penyelenggaraan
pemilu. Diantaranya yaitu Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan
PDI. Kemudian beralih ke masa reformasi pada tahun 1999, partai- partai
dikembalikan pada fungsinya semula. Kemudian diadakan kembali pada tahun 2004
dengan perkembangan pada pola pemilihan presiden secara langsung. Kemudian pada
tahun 2009, diadakan kembali pemilu dengan sistem yang sama dengan perbaikan
pada beberapa kekurangan pada pelaksanaan pemilu sebelumnya sampai dengan
pelaksanaan pemilu pada tahun 2014.°

Pada Pemilu tahun 2019, jumlah partisipasi masyarakat dalam memilih
sebanyak 80,76 %. Menurut Lembaga Survei Indonesia, pelaksanaan pemilu tersebut
merupakan Pemilu dengan golput paling rendah sejak pemilu 2004. Jumlah golput
pada pelaksanaan pemilu 2019 sebanyak 19,24 %.5 Hal ini merupakan suatu
perkembangan mengingat pada pemilu sebelumnya, jumlah partisipasi masyarakat
sebesar 70 persen.’

Pada tahun 2020, pemerintah kembali menggelar Pilkada Serentak yang
dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Hal tersebut sudah ditetapkan dalam

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22 Tahun 2020 yang ditandatangani oleh

SFarahdiba Rahma Bahtiar, Pemilu Indonesia :Kiblat Negara Demokrasi Dari Segi
Representasi”, Jurnal Politik Profetik, Vol. 3 No. 1, 2014, h. 7- 8.

®BBC News Indonesia, Lembaga Survei : Jumlah Golput di Pilpres 2019 Paling Rendah
Sejak 2004, https://www.google.com/amp/s/iwww.bbc.com/indonesia/indonesia-48130161.amp.
Diakses pada 23 Maret 2021 Pukul 19.00.

"KPUD Sukoharjo, Catatan Dibalik Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu
2019, http://kpud-sukoharjo.go.id/berita/detail/catatan-dibalik-menigkatnya-partisipasi-masyarakat-
dalam-pemilu-
20194#:~:text=Secara%?20nasional%2C%partisipasi%20masyarakat%20dalam,jika%20dibandingkan%
20pada%20Pemilu%202014, diakses pada 26 Maret 2021 pukul 14.13.
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Presiden Joko Widodo pada Tanggal 27 November 2020.2 Mengingat bahwa
pelaksanaan pilkada serentak ini masih dalam masa pandemi covid- 19, maka
pemerintah menghimbau kepada KPU disetiap daerah untuk tetap menyelenggarakan
pilkada tersebut sesuai dengan protokol kesehatan.

Salah satu daerah yang melaksanakan pilkada serentak yaitu Kabupaten
Barru. Kabupaten Barru merupakan kabupaten yang berada di Sulawesi Selatan.
Pada Pilkada Serentak di Barru, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak
130.289 pemilih.® Hal tersebut sudah ditetapkan pada Rapat Pleno yang digelar untuk
merekap Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan menetapkan Daftar
Pemilih Tetap (DPT). Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru, jumlah
penduduk sebanyak 174.323 jiwa.’? Dari jumlah penduduk tersebut, terdapat suatu
golongan yaitu penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas juga berhak untuk
mendapatkan pemenuhan hak pilih. Hal tersebut sudah ditetapkan dalam UUD 1945
bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan
pemerintahan. Jika ditinjau kembali, pemenuhan hak pilih bagi penyandang
disabilitas masih menjadi permasalahan, dimana sering kali terdapat adanya
diskriminasi dalam implementasi pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas

yang dapat mengakibatkan kurang maksimalnya keikutsertaan penyandang disabilitas

8Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Pemerintah Tetapkan Hari Pilkada Serentak 9
Desember 2020 Sebagai Libur Nasional, https://setkab.go.id/pemerintah-tetapkan-hari-pilkada-
serentak-9-desember-2020-sebagai-libur-
nasional/#:~:text+Dengan%?20pertimbangan%20guna%20memberikan%20kesempatan,kota%2C%20P
emerintah%20menetapkan%?20hari%20pelaksanaan, diakses pada 26 Maret 14.33.

°KPU Kabupaten Barru, KPU Barru Tetapkan DPT Sebanyak 130.289 Pemilih Pilkada
Barru, https://kab-barru.go.id/web/berita/read/kpu-barru-tetapkan-dpt-sebanyak-130289-pemilih-
pilkada-barru, diakses pada 26 Maret 2021 pukul 15.08.

1%Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru, Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan,
https://barrukab.bps.go.id/indicator/40/88/1/penduduk-menurut-jenis-kelamin-dan-kecamatan.htmi,
diakses pada 26 Maret 2021 pukul 16.31.
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dalam pemilihan umum. pada Pilkada 2015 yang dilaksanakan di Kabupaten Barru,
jumlah pemilih penyandang disabilitas mencapai 207 orang. Akan tetapi, jumlah
pemilih penyandang disbilitas yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 184. Hal
inilah yang menandakan bahwa upaya pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas
belum optimal pada saat itu.

Berdasarkan uraian diatas, maka dengan ini peneliti tertarik memilih upaya
pemenuhan hak pilih menjadi sebuah tugas penelitian sebagai salah satu syarat untuk
menyelesaikan tugas akhir perkuliahan. Maka dari itu peneliti tertarik mengangkat
Judul tentang “Upaya Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Dalam

Penyelenggaraan Pemilu Kada Tahun 2020 di Kabupaten Barru”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan sebuah

rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana proses pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten
Barru ?

2. Faktor apa yang menghambat pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas
dalam pemilukada ?

3. Bagaimana analisis Siyasah Dusturiyah terhadap pemenuhan hak pilih
penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilukada Kabupaten Barru
?

C. Tujuan Penelitian
Mengetahui proses pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten

Barru.



2. Mengetahui faktor yang menghambat pemenuhan hak pilih penyandang
disabilitas dalam pemilukada.

3. Mengetahui analisis Siyasah Dusturiyah terhadap pemenuhan hak pilih
penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilukada Kabupaten Barru.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan
alternatif informasi serta memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait
dengan upaya pemenuhan hak pilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten
Barru pemilu kada yang dilaksanakan di masa pandemi covid- 19. Selain itu,
penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi bagi para peneliti yang akan
melakukan penelitian yang sejenis dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk
memenuhi tugas akhir guna memperoleh Sarjana Hukum pada Fakultas
Syariah dan llmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Selain
itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman

ilmiah bagi peneliti.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebelum peneliti melanjutkan penelitian ini lebih jauh, terlebih dahulu
peneliti menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan masalah upaya
pemenuhan hak pilih yang dilakukan oleh Mugi Riskiana Halalia pada tahun
2016 dengan judul Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai
Dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang
Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta. Studi ini
lebih mengarah ke upaya- upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta
dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas dengan berpedoman
pada Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016.}' Penelitian yang terkait
selanjutnya dilakukan oleh Indah Rahayu dengan judul Hak Politik Penyandang
Disabilitas Pada Pemilihan Umum 2019 ( Studi Tentang Pemenuhan Hak Suara
Penyandang Tuna Grahita Pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten
Enrekang). Studi ini lebih mengarah ke pemanfaatan hak suara penyandang tuna
grahita pada pemilihan umum 2019 di Kabupaten Enrekang.*? Ditinjau dari hasil
penelitian Hafidz Makruf mengenai Pemenuhan Hak Pilih Warga Surakarta
Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung Kota Surakarta Tahun 2010

mengemukakan bahwa dalam memenuhi hak pilih warga Surakarta, KPU kota

Mugi Riskiana Halalia, Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan
Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kota Yogyakyarta, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), h. 10.

2Indah Rahayu, Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum 2019 (Studi
Tentang Pemenuhan Hak Suara Penyandang Tuna Grahita Pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten
Enrekang, (Universitas Hasanuddin, Makassar, 2020), h. 36.



Surakarta melakukan strategi antara lain melakukan sosialisasi, bekerjasama
dengan berbagai elemen kemasyarakatan, dalam menjangkau kalangan yang
tidak tersentuh sosialisasi (Lembaga Pemasyarakatan, Rumah sakit, Panti
Asuhan,dll) tim sosialisasi KPU terjun langsung dilapangan untuk memberikan
informasi seputar pemilukada, bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dalam hal
mengantisipasi ketidaktahuan pemilih baru seperti anak SMA, dan memasang
dan menyebarkan media cetak seperti pamplet dan spanduk

Hasil penelitian ini memberikan penjelasan bahwa strategi yang digunakan
KPU kota Surakarta dalam mengatasi hambatan khususnya tahap pendataan
pemilih dalam rangka memenuhi hak pilih masyarakat kota Surakarta yaitu
dengan sosialisasi dan pendidikan pemilih. kemudian terdapat faktor- faktor yang
mempengaruhi warga Surakarta untuk berpartisipasi dalam pemilukada antara
lain tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi, dan tingkat pendidikan dan
kepedulian masyarakat yang semakin baik serta kinerja KPU yang semakin
baik.3

Penelitian- penelitian tersebut mempunyai kesamaan dengan penelitian
yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu upaya pemenuhan hak politik/ pilih
penyandang disabilitas, namun perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas
adalah penelitian diatas lebih berfokus pada upaya pemenuhan hak pilih dengan
pendekatan Undang- Undang. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada

upaya pemenuhan hak pilih dengan pendekatan siyasah dusturiyah

13Hafidz Makruf, Pemenuhan Hak Pilih Warga Surakarta Dalam Pemilihan Kepala Daerah
Langsung Kota Surakarta Tahun 2010, (Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2011), h.65-67.
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Tinjauan Teori

Penelitian ini akan menggunakan beberapa kerangka teori maupun

konsep- konsep yang dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan

yang diteliti dan untuk menjawab permasalahan objek penelitian. Adapun teori-

teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

1.

Pemenuhan Hak Politik

Pemenuhan Hak politik warga negara dalam proses pilkada adalah
pengaruh yang mendatangkan akibat positif, netral dan negative dari
serangkaian kegiatan/proses pemilihan kepala daerah secara langsung
terhadap hak politik warganegara (hak memilih dan dipilih).** Pemenuhan hak
politik juga merupakan pemenuhan hak asasi manusia dikarenakan hak politik
termasuk hak asasi manusia yang tidak boleh diganggu oleh orang lain.

Pemenuhan hak asasi manusia menjadi salah satu barometer dalam
menentukan maju atau tidaknya suatu negara dari aspek kesejahteraan sosial,
yang merupakan tujuan negara Indonesia. Pemenuhan HAM merupakan
warga negara yang terkena proses hukum, dan ini merupakan konsekuensi
dari sebuah negara hukum.

Negara menjadi subjek hukum utama, karena negara merupakan
entitas utama yang bertangggung jawab melindungi, menegakkan, dan
memajukan hak asasi manusia untuk warga negaranya. Warga negara
berkewajiban menaati segala peraturan perundang- undangan. Negara hukum

merupakan negara yang diperintah oleh undang- undang, bukan warga

140ki Wahju Budijanto, Pemenuhan Hak Politik Warga Negara Dalam Proses Pemilihan

Kepala Daerah Secara Langsung, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 16, No. 3, September 2016,

h. 299.

BLihat Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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negaranya (State the not governed by men, but by laws). Oleh Karena itu,
didalam suatu negara hukum, hak- hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh
negara.

Tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak warga negara tidak
bisa dilepaskan dari kekuasaan yang dimiliki oleh negara. Kekuasaan negara
berlandaskan pada konsepsi kedaulatan.'® Berdasarkan UUD 1945, konsep
kedaulatan yang berlaku di Indonesia yakni Kedaulatan rakyat yang
disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “kedaulatan berada ditangan
rakyat dan dilakukan menurut Undang- Undang”. Dengan demikian,
kekuasaan tertinggi tetap terletak pada pemerintah dengan memperhatikan
kepentingan pemegang kedaulatan tertinggi yaitu rakyat.

2. Hak Pilih

Hak pilih merupakan hak warga negara untuk berpartisipasi
dalam pemilihan umum. Dikarenakan hak pilih merupakan hak yang
harus dipenuhi, maka hak pilih termasuk sebagai hak asasi manusia. Hak
asasi manusia adalah hak- hak yang dimiliki oleh manusia semata- mata
karena ia manusia. Hak ini dimilikinya bukan karena diberikan oleh
masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan berdasarkan
martabatnya sebagai manusia.

Menurut Miriam Budiardjo, hak asasi manusia merupakan hak yang

dimiliki setiap orang sejak lahir ke dunia, hak itu sifatnya sifatnya universal

®Helmi Kasim, Penegasan Peran Negara Dalam Pemenuhan Hak Warga Negara Atas Air,
Jurnal Konstitusi, Vol. 12 No.2, Juni 2015, h. 362.
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sebab dimiliki tanpa adanya perbedaan kelamin, ras, budaya, suku, dan
agama.t’

Pelaksanaan hak asasi manusia harus didasarkan pada prinsip- prinsip
yang telah disepakati oleh masyarakat internasional. Hal ini untuk menekan
terjadinya pelanggaran HAM . Adapun prinsip- prinsip dasar hak asasi
manusia, yaitu :

1) Prinsip kesetaraan, yang meletakkan semua orang terlahir
bebas dalam hak asasi manusia. Kesetaraan dalam hak
asasi manusia mensyaratkan adanya perlakuan yang
setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan
dengan sama, dan pada situasi yang berbeda harus
diperlakukan dengan berbeda pula.

2) Prinsip non diskriminasi, merupakan salah satu bagian
penting prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka
seharusnya tidak ada perlakuan diskriminatif.

3) Kewajiban positif untuk melindungi hak- hak tertentu.
Suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-
hak dan kebebasan- kebebasan serta memiliki kewajiban
positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan

terpenuhinya hak- hak dan kebebasan.18

7SN, Pengertian HAM, http://pm.unida.gontor.ac.id/pengertian-ham/, diakses pada Senin 31
Mei 2021 Pukul 01.50.

8Endang Wahyati Yustina dan Rospita Adelina Siregar, Prinsip- Prinsip Hak Asasi Manusia
Dalam Pelayanan Kesehatan dan Perlindungan Hak Kesehatan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa,
Jurnal Medika, Vol. 6, No. 1, Januari- Maret 2020, h. 15
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a. Hak pilih dalam pemilihan umum

Hak warganegara untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan
umum disebut sebagai hak pilih, yang terdiri dari hak pilih aktif ( hak
memilih) dan hak pilih pasif ( hak dipilih).

1) Hak memilih adalah hak warganegara untuk memilih
wakilnya didalam suatu pemilihan umum. Keikutsertaan
warga negara dalam pemilihan umum merupakan
serangkaian kegiatan membuat keputusan, yaitu apakah
memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum.

2) Hak dipilih adalah hak warganegara untuk dipilih menjadi
anggota suatu Badan Permusyawaratan/ Perwakilan

Rakyat dalam pemilihan umum. 1°

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2006 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian
kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam bab 3 pasal 5 disebutkan
“Pemilih adalah warga Negara Republik Indonesia yang pada hari
pemungutan suara sudah berumur 17 ( Tujuh belas) tahun atau sudah pernah
kawin mempunyai hak memilih”. Kemudian dijelaskan lagi dalam pasal 16
tentang syarat pemilih antara lain terdaftar sebagai pemilih dan memenuhi

syarat.

19 Hilmi Ardani Nasution dan Marwandianto, Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang
Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum : Studi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jurnal HAM,
Vol. 10, No. 2, Desember 2019, h. 4.
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Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan,
warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai
pemilih.

b) Pemilih harus memenuhi syarat :

(a) Tidak sedang terganggu jiwanya.

(b) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(c) Berdomisili didaerah pemilihan sekurang- kurangnya 6
(enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih
sementara yang dibuktikan dengan KTP.

(d) Seorang warga Negara Republik Indonesia yang telah
terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi
syarat atau tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak pilih
merupakan upaya yang harus dipenuhi oleh lembaga yang berwenang
terhadap hak pilih rakyat dikarenakan hak tersebut termasuk kedalam hak
asasi manusia yang nantinya akan berdampak pula pada hasil pemilihan

umum yang telah diselenggarakan.

. Pemilu

Pemilihan umum adalah suatu proses untuk memilih orang- orang
yang akan menduduki suatu jabatan di kursi pemerintahan. Pemilihan umum

dilaksanakan sebagai perwujudan negara yang menganut sistem demokrasi.
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Salah satunya ialah menggunakan hak pilih sebagai masyarakat dalam
pemilihan umum.

Menurut Sarbaini menyatakan bahwa Pemilu merupakan arena
pertarungan untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan yang dilakukan
menggunakan cara pemilihan yang dilakukan oleh warga negara bersyarat.

Selain definisi diatas, Morrisan mengemukakan bahwa pemilihan
umum adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai
arah dan kebijakan negara. Bisa dikatakan bahwa pelaksanaan pemilu adalah
implementasi dari sistem pelaksanaan demokrasi secara sesungguhnya.

Walaupun pada prinsipnya pemilihan umum menjadi sarana untuk
mewujudkan kedaulatan rakyat yang melibatkannya secara langsung, akan
tetapi pelaksanaan pemilu memiliki beberapa varian sistem dalam proses
pelaksanaan pemilihan umum. Adanya varian sistem yang berbeda- beda
tersebut tidak berarti pelaksanaan pemilihan umum mengabaikan prinsip-
primsip ulamanya yaitu kedaulatan rakyat, akan tetapi tetap berpijak pada
prinsip bahwa rakyat sebagai pemegang kuasa yang mutlak dan bukan sesuatu
yang kompromis.?

Ada dua varian sistem dalam pemilihan umum, yaitu:?!

a. Single- member Constituency (satu daerah pemilihan memilih satu wakil
atau biasanya disebut sistem distrik).
b. Multi- member Constituency ( satu daerah pemilihan memilih beberapa

wakil atau biasanya disebut sistem proporsional)

207ainal Arifin Hoesein, Penataan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum (Rajawali Pers:

Depok, 2017), h. 19.

461.

ZIMiriam Budiardjo, Dasar- Dasar IImu Politik ( Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2008), h.
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Sistem pemilihan distrik adalah sistem pemilihan dimana wilayah
negara terbagi dalam beberapa distrik pemilihan, dimana jumlah distrik
sama dengan jumlah kursi yang terdapat di parlemen. Setiap distrik
pemilihan hanya bisa memilih satu orang wakil dari calon- calon yang
diajukan oleh partai politik atau peserta pemilu. Oleh karena itu, sistem
ini disebut “single- member constituency” sehingga yang menjadi
pemenang adalah orang yang memiliki suara terbanyak di distrik
tersebut.

Sedangkan sistem pemilihan proporsional adalah sistem
pemilihan dimana wilayah negara merupakan satu daerah pemilihan.
Akan tetapi, karena luasnya wilayah negara dan jumlah penduduk warga
negara yang banyak, maka wilayah tersebut dibagi menjadi beberapa
daerah pemilihan (dapil). Daerah- daerah pemilihan ini dibagikan
sejumlah kursi untuk diperebutkan tergantung pada luas daerah
pemilihan dan jumlah penduduk, pertimbangan politik, dan sebagainya.
Yang pasti akan ada lebih dari satu kursi yang diperebutkan dan sisa
suara dari pemilihan tertentu tidak dapat digabungkan dengan sisa suara
di daerah pemilihan lain. Karena itu sistem ini disebut Mul/ti- member
Constituency.

Konstitusi Indonesia mengatur mengenai Pemilu di Indonesia
didalam Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 22E, untuk menjamin hak
rakyat Indonesia dalam memilih pemimpin dan wakil pilihan mereka.
Dalam Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 22E dijelaskan Pemilu

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap
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lima tahun sekali sesuai dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011
tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
Dalam pemilu, terdapat asas- asas yang digunakan sebagai acuan
pelaksanaan pemilu. Adapun asas- asas pemilu antara lain :
a. Langsung
Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk
memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan
dia sendiri tanpa ada perantara.
b. Umum
Umum berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara
yang memenuhi syarat.
c. Bebas
Bebas berarti seluruh warga Negara Republik Indonesia yang
memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas
menentukan siapa yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa
adanya tekanan dan paksaan dari siapapun.
d. Rahasia
Rahasia berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin
kerahasiaan pilihannya.
e. Jujur
Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak
dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang- undangan

yang berlaku.
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f. Adil
Adil berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta
pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari
kecurangan pihak manapun.?
4. Penyandang Disabilitas
Menurut John C. Maxwell, penyandang disabilitas merupakan
seseorang yang mempunyai kelainan dan/atau yang dapat mengganggu
aktivitas.?®
Penyandang disabilitas adalah masyarakat yang memiliki hak untuk
tetap berada dalam komunitas lokal. Para penyandang disabilitas harus
menerima dukungan yang dibutuhkan dalam struktur pendidikan, kesehatan,
pekerjaan, dan pelayanan sosial. Sehingga hak- hak penyandang disabilitas
dalam perspektif HAM dikategorikan sebagai hak khusus bagi kelompok
masyarakat tertentu
Setiap penyandang disabilitas memiliki jenis- jenis disabilitas yang
mereka miliki yang mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh

dan berkembang secara baik.

2Dimas Ivan Anggara, Analisis Strategi Politik Calon Kepala Desa Incumbent Dalam
Menghadapi Pemilihan Kepala Desa di Desa Balong Tahun 2019, (Universitas Muhammadiyah
Ponorogo, Ponorogo, 2019), h. 8.

23 Sugiono, llhamuddin, dan Arief Rahman, Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia
Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance, Indonesia Journal of Disability
Studies, Vol. 1, No. 1, h. 21.
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Adapun jenis- jenis penyandang disabilitas yaitu?*:

a. Disabilitas Mental

Disabilitas Mental memiliki kelainan yang terdiri dari disabilitas
mental tinggi, mental rendah, dan berkesulitan belajar spesifik.
Disabilitas mental tinggi sering dikenal dengan orang berbakat
intelektual, dimana selain memiliki kemampuan intelektual diatas
rata- rata dia juga juga memiliki kreatifitas dan tanggung jawab
terhadap tugas. Disabilitas mental rendah atau kapasitas intelektual
dibawah rata- rata memiliki dua jenis, yaitu anak yang memiliki iq
70- 90 disebut lamban belajar sedangkan anak yang memiliki iq
dibawah 70 disebut berkebutuhan khusus. Disabilitas mental
berkesulitan belajar spesifik berkaitan dengan prestasi belajar yang
diperoleh.

Disabilitas fisik

Disabilitas fisik memiliki kelainan yang terdiri dari tunadaksa,
tunanetra, tunarungu, dan tunawicara. Tunadaksa adalah individu
yang memiliki kelainan yang memiliki gangguan gerak yang
disebabkan oleh kelainan neuronmuskular, polio, dan lumpuh.
Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam
penglihatan. Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan
dalam pendengaran. Dan tunawicara adalah individu yang
memiliki hambatan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa

verbal.

h. 177.

ZNur Kholis Reefani, Panduan Anak Berkebutuhan Khusus, (Yogyakarta : Imperium, 2013),
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c. Tunaganda yaitu individu yang memiliki kelainan lebih dari satu
atau penderita cacat lebih dari satu kecacatan yaitu fisik dan
mental.

C. Tinjauan Konseptual
“Sebagai alur fikir penelitian ini, akan dijelaskan pengertian dari judul
yang diteliti, yaitu Upaya Pemenuhan Hak Pilih Dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Kepala Daerah 2020 Kabupaten Barru ( Analisis Siyasah
Dusturiyah)
1. Upaya
Dalam kamus Estimologi kata upaya memiliki arti yaitu yang didekati
atau pendekatan untuk mencapai suatu tujuan.?® Sedangkan dibuku lain
menjelaskan bahwa pengertian upaya yaitu suatu usaha, akal, atau ikhtiar
untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan dan mencari jalan
keluar.?®
Dari pengertian diatas dapat disimpullkan bahwa upaya adalah tindak
lanjut dari strategi yang telah ditentukan berisi tentang agenda kegiatan yang
dapat dilakukan secara nyata dalam rangka mewujudkan sasaran yang ingin
dicapai.
2. Pemenuhan Hak
Pemenuhan hak merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah

untuk memenuhi hak- hak warga negaranya. Pemerintah merupakan

ZMuhammad Ngajenan, Kamus Estimologi Bahasa Indonesia, ( Semarang: Dahara Prize,
1990), h. 177.

26 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Jakarta: Balai
Pustaka , 1988), h. 995.
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pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang bertanggung jawab
dalam menjamin pemenuhan hak- hak warga negaranya.

Penegasan bahwa pemenuhan hak merupakan tanggung jawab
pemerintah terletak dalam pasal 8 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang HAM yang berbunyi “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan
pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab
pemerintah”, sehingga pemerintah perlu memperhatikan apa yang menjadi
kebutuhan warga negara secara umum.

3. Hak Pilih

Hak pilih merupakan hak konstitusional warga negara Yyang
didalamnya terdapat sejumlah Undang- undang Pemilu atau Pilkada diatur
dengan sejumlah pembatasan dan pembedaan perlakuan terhadap warga
negara.?’

Hak pilih sejatinya merupakan hak asasi manusia (HAM) yang
melekat pada diri manusia dan pelaksanaannya pun dijamin oleh negara.
Karena sifatnya hampir sama dengan hak- hak lainnya, maka hak pilih pun
diyakini sebagai hak dasar yang harus dipenuhi tanpa melihat perbedaan atas
bangsa, ras, dan jenis kelamin.

Anam menyatakan bahwa hak pilih sebagai hak dasar yang dimiliki
oleh setiap individu untuk melaksanakan atau mendapatkan hak tersebut tanpa
terkecuali, kemudian menuntut kepada setiap individu untuk melaksanakan
atau mendapatkan hak tersebut tanpa membentur hak orang lain. Oleh karena

itu, perlindungan, penghormatan, dan penegakkan HAM sangat gencar

Z'Khairul Fahmi, Pergeseran Pembatasan Hak Pilih Dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada,
Jurnal Konstitusi, Vol. 14 No. 4, Desember 2017, h.773.
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disuarakan di Indonesia demi tercapainya kesejahteraan, penghormatan
terhadap kemanusiaan, keadilan dan kebahagiaan sebagai umat bernegara.?
4. Pemilu
Pemilu merupakan suatu sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam
menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan. Pemilu lah yang pada
akhirnya berfungsi sebagai sarana legitimasi politik bagi pemerintah yang
berkuasa, karena melalui pemilu gagasan bahwa pemerintahan memerlukan
persetujuan dari yang diperintah dapat diasosiasikan. 2
Pemilukada sebagai salah satu bentuk nyata perwujudan demokrasi
dalam pemerintahan daerah, seyogyanya juga semakin mencerminkan proses
kematangan berdemokrasi.*
5. Penyandang Disabilitas
Penyandang disabilitas merupakan orang- orang yang memiliki
kelainan yang disebabkan karena faktor genetic maupun non- genetik.
Golongan ini mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik
dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat
mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan
efektif.
6. Siyasah Dusturiyah
Siyasah Dusturiyah merupakan cabang dari Figh Siyasah yang

membahas masalah perundang —urndangan negara. Dalam bagian ini dibahas

ZTony Yuri Rahmanto, Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari
Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Penelitian HAM, Vol. 18 No. 3, Desember 2019, h. 235.

ZHamdan Zoelva, Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Oleh Mahkamah
Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol. 10 No. 3, September 2013, h. 378.

$0Wahyu Nugroho, Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pelaksanaan
Pemilu dan Pemilukada di Indonesia, Jurnal Konstitusi, Vol. 13 No. 3, September 2016, h. 483.
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antara lain konsep-konsep konstitusi ( Undang-undang dasar negara dan
sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (
bagaimana cara perumusan undang-undang),Lembaga demokrasi dan syurah
yang merupakan pilar penting dalam Perundang- dangan tersebut.Disamping
itu kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan
hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak
warga negara yang wajib dilindungi.

Berdasarkan penjelasan beberapa karakter yang telah diuraikan diatas,
maka dapat diperjelas bahwa maksud dari penelitian ini adalah menganalisis
uoaya- upaya pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas dalam
penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah tahun 2020 di Kabupaten

Barru.
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Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir




BAB I
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yang merujuk pada pedoman
penulisan karya ilmiah yang diterbitkan oleh IAIN Parepare, serta merujuk
pada referensi metodelogi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut
meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus
penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan pengolahan data,
uji keabsahan data dan teknik analisis data.>!

. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikaji, penelitian ini dikategorikan ke
dalam penelitian lapangan (field research), yaitu jenis penelitian yang
meneliti peristiwa peristiwa konkrit dilapangan. Sedangkan merujuk pada
masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif,
yaitu jenis penelitian yang berupaya untuk mendeskripsikan, mencatat,
menganalisis, dan menginterpretasikan fakta- fakta yang ditemukan melalui
observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.*?

Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis
tertentu, tetapi hanya untuk menggambarkan apa adanya tentang suatu
variable, gejala atau keadaan. Menurut Sugiyono bahwa penelitian kualitatif
deskriptif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat
postpositivisme yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objek
yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrument kunci.*®

Penelitian ini menggunakan pendekatan siyasah dusturiyah, yaitu jenis

pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan

3IMuhammad Kamal Zubair, dkk, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun

2020, ( Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 22- 23.

32Mardalis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal Cet. VI, ( Jakarta: Bumi Aksara,

2014), h. 26.

BAgustinus Ufie, Kearifan Lokal (Local Wisdom) Budaya Ain Ni Ain Masyarakat Kei

Sebagai Sumber Belajar Sejarah Lokal Untuk Memperkokoh Kohesi Sosial Siswa, (Universitas
Pendidikan Indonesia, Bandung, 2013), h. 39.
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pustaka atau bahan sekunder belaka.** Nilai- nilai hukum akan dijadikan
sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan yang ada. Selain itu,
pendekatan yuridis normatif juga dilakukan dalam penelitian ini untuk
mengetahui upaya- upaya KPU Kabupaten Barru terkait pemenuhan hak pilih
penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilukada di Kabupaten
Barru.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Barru, adapun waktu penelitian diperkirakan dua bulan lamanya
disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

UUD 1945 Pasal 22 E berbunyi, “Pemilihan umum dilaksanakan oleh
suatu  Komisi Pemilihan Umum”. Komisi Pemilihan Umum ( KPU)
merupakan suatu lembaga yang melaksanakan pemilihan umum. Eksistensi
KPU sudah ada di seluruh daerah di Indonesia, salah satunya di Kabupaten
Barru.®®

KPU Kabupaten Barru merupakan KPU keempat yang dibentuk sejak
era reformasi. KPU pertama (1999- 2001) dibentuk dengan keppres No, 16
Tahun 1999, beranggotakan 53 orang anggota, dari unsur pemerintah dan
partai politik yang dilantik langsung oleh Presiden BJ Habibie. KPU kedua
(2001- 2007) dibentuk dengan keppres No. 10 Tahun 2001, beranggotakan 11
orang dari unsur akademis dan LSM yang dilantik langsung oleh Presiden
Abdurrahman Wahid pada tanggal 11 April 2001.

Dalam Undang- undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang

Penyelenggaraan Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU

34Henni Muchtar, Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak
Asasi Manusia, Jurnal Humanus, Vol. 14 No. 1, 2015, h. 84.

%Suparman Marzuki, Peran Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilihan Umum dan
Pengawas Pemilu Untuk Pemilu yang Demokratis, Jurnal Hukum, Vol. 15, No. 3, Juli 2008, h. 393.
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Kabupaten/ Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang
permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu. KPU dalam
menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-
undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu.

Kabupaten Barru merupakan salah satu kabupaten yang berada di
provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten Barru memiliki luas wilayah
1.175 Km? yang terbagi dalam 7 kecamatan yaitu kecamatan Mallusetasi,
kecamatan Soppeng Riaja, kecamatan Balusu, kecamatan Barru, kecamatan
Tanete Riaja, kecamatan Tanete Rilau, dan kecamatan Pujananting. Jumlah
penduduk Kabupaten Barru sebanyak 174.323 jiwa. Kabupaten Barru terletak di
Pantai Barat Sulawesi Selatan, berjarak sekitar 100 km arah utara Kota Makassar.
Secara geografis terletak pada koordinat 4005°49” LS — 4047°35” LS dan
119035°00” BT — 119049°16” BT. Kabupaten Barru dalam hal ini memiliki visi
dan misi, yaitu :

Visi :

Terwujudnya Kabupaten Barru Lebih Maju, Sejahtera, Taat Azaz dan
Bermartabat yang Bernafaskan Keagaman.

Misi :

1. Meningkatkan Kualitas Manusia.

2. Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Pembangunan Untuk

Kesejahteraan Masyarakat.
3. Menciptakan Lingkungan yang Kondusif.
4. Mengembangkan Interkoneksitas Wilayah.

5. Mewujudkan Tata Kelola yang Baik dan Bersih.
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1. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barru.

Ketua KPU
Syarifuddin Haji Ukkas, S. Pd. 1.

Anggota KPU

Abdul Syafah B, S. Kom.

Anggota KPU
Masdar, S. Pd. I.

Anggota KPU
Muhammad Natsir Azikin

Anggota KPU
Lilis Suryani, SH., MH.

Sekretaris KPU
Agusalim, S. Sos., M. Si.

KASUBAG Program dan

KASUBAG Tekhnis dan

KASUBAG Umum,

Data BlORnas KA < um Keuangan, dan Logistik
o Mustan Afandhi Hafid, Hj. Nurbaya, S. Sos. gan, dan »09
Rosmiati, S. Pd. Asmawati, S. IP.
SH., MH
Staf Staf
Staf : - Staf .
Fitriani, A. Md. Hamzah i}’:r:fllddln, S. Ferdinandus Nurak, SE. Jaoharuddin Razak, S.
g Kom.
_ Staf . Staf Staf
Andi Muhammad Nadhir, Irma Suriyani, S. Kom. Erni Safa, ST.
A. Md.
Staf
Staf Djamaluddin
Asdar
Staf

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum

Suherman, S. Sos.

Staf
Umrohni, S. Sos.
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2. Visi dan misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barru

Visi

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri,
Profesional, dan Berintegritas Untuk Terwujudnya Pemilu

yang LUBER dan JUDIL

Misi

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu
yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel,
serta aksesibel

2. Meningkatkan integritas, kemandirian,
kompetensi, dan profesionalisme
penyelenggaraan Pemilu dengan mengukuhkan
code of product penyelenggara Pemilu

3. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang
memberikan kepastian hukum, progresif, dan
partisipatif

4. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk
seluruh pemangku kepentingan

5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih
dalam Pemilu, Pemilu berdaulat Negara kuat

6. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan

teknologi dalam penyelenggaraan Pemilu.

Tabel 3.1 Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barru.
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3. Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barru
Dalam pasal 10 Undang- undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan
Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas
kewenangan sebagai berikut:
1) Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan
Umum.
2) Menerima, meneliti, dan menetapkan Partai- Partai Politik yang
berhak sebagai peserta Pemilihan Umum.
3) Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut
PPI dan mengkoordinasikan kegiatan pemilihan umum mulai dari
tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang
selanjutnya disebut TPS.
4) Menetapkan jumlah kursi angggota DPR, DPRD I, dan DPRD II.
5) Mengumpulkan dan mensistemasikan bahan- bahan serta data hasil
Pemilihan Umum.

6) Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat
tambahan poin, yaitu Tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam
Undang- undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

Sedangkan dalam Pasal 11 Undang- undang Nomor 3 Tahun 1999

tersebut bahwa selain Tugas dan Kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam
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Pasal 10 selambat- lambatnya 3 ( tiga) tahun setelah Pemilihan Umum

dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum.
C. Fokus Penelitian
Penelitian ini mengarah pada kajian tentang upaya- upaya KPU
Kabupaten Barru dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas dalam
rangka penyelenggaraan pemilukada di Kabupaten Barru.
D. Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini akan menggunakan sumber data yang berasal dari
seluruh keterangan yang diperoleh dari responden dan berasal dari dokumen-
dokumen baik dalam bentuk lainnya yang diperlukan guna mendukung
penelitian ini.>®
Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis,
yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.
1. Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari
sumber asli/ informan dengan cara melakukan wawancara maupun kuesioner
untuk mendukung keakuratan data penelitian ini. Dalam penelitian ini yang
menjadi sumber data primer adalah pihak KPU Kabupaten Barru dan
beberapa masyarakat penyandang disabilitas Kabupaten Barru.
2. Data sekunder
Data sekunder adalah sumber data dari penelitian yang diperoleh
secara tidak langsung melalui media perantara ( diperoleh atau dicatat pihak
lain). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku,
laporan, jurnal, literature, situs internet, serta Informasi yang didapat dari

beberapa instansi yang terkait.

%Joko Suboyo, Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek), (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.
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E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis
dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan
data. Teknik pengumpula data yang digunakan oleh peneliti yakni dengan
terlibat langsung di lapangan penelitian, dengan kata lain bahwa peneliti akan
melakukan penelitian lapangan (Field Research) agar memperoleh data- data
yang akurat dan kredibel yang terkait dengan objek penelitian ini. Adapun
teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu
sebagai berikut :

1. Pengamatan ( Observasi)

Adler menyebutkan bahwa observasi merupakan salah satu dasar
fundamental dari semua metode pengumpulan data dari penelitian kualitatif,
khususnya menyangkut ilmu- ilmu sosial dan perilaku manusia.®” Observasi
juga bisa diartikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati
secara langsung objek yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti meninjau langsung
ke lapangan atau lokasi untuk melakukan pengamatan yang real dengan
meneliti langsung di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barru.

2. Wawancara (/nterview)

Teknik wawancara merupakan cara sistematis untuk memperoleh
informasi- informasi dalam bentuk pernyataan- pernyataan lisan mengenai
suatu obyek atau peristiwa pada masa lalu, kini, dan yang akan dating.® Bisa
dikatakan juga bahwa wawancara merupakan proses pengumpulan data
melalui percakapan antara peneliti dengan responden berupa tanya jawab
antar keduanya.

Meski demikian dalam proses wawancara nantinya, tidak menutup

kemungkinan responden akan memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan

h. 26.

$"Hasyim Hasanah, Teknik- Teknik Observasi, Jurnal at- Tagaddum, Vol. 8 No. 1. Juli 2016,

%]da Bagus Gde Pujaastawa, Teknik Wawancara dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan

Informasi, (Universitas Udayana, Denpasar, 2016), h. 4.
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fakta demi membela dirinya karena menghindari isu negatifnya. Namun
peneliti meyakini dengan komunikasi yang baik dan suasana menyenangkan
akan menimbulkan keterbukaan kepada responden tentang data yang
digunakan oleh peneliti.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau
karya- karya monumental dari seseorang. Menurut Arikunto (2002: 206)
menyebutkan dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal- hal atau variable
yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, jurnal, majalah, prasasti,
notulen rapat, agenda, dan sebagainya.

Berdasarkan kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa
dokumentasi adalah suatu hal yang dilakukan oleh penelitiguna
mengumpulkan data dari berbagai hasil media cetak membahas mengenai
narasumber yang akan diteliti.*

Metode ini hanya mengambil data yang sudah ada seperti Jumlah
Penduduk, Jumlah daftar pemilih, Struktural kepengurusan, dan sebagainya.

Metode pengumpulan data yang digunakan vyaitu observasi,
wawancara, dan dokumentasi, dimana ketiga metode ini dilakukan secara
langsung dilokasi. Dimana teknik observasi dilakukan secara terencana dan
sistematis, wawancara dilakukan dengan cara ikut turun langsung kepada
subjek yang ingin diteliti, dan yang terakhir teknik dokumentasi suatu cara
pengumpula data yang menghasilkan catatan- catatan yang penting yang
berhubungan dengan masalah yang ingin diteliti di KPU Kabupaten Barru.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang

dilakukan benat- benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji

data yang diperoleh. Menurut Sugiyono, proses pengujian keabsahan data

%9Suci Arischa, Analisis Beban Kerja Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup
dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Jurnal JOM FISIP, Vol. 6, Edisi 1 Januari- Juni 2019, h. 8.
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dalam teknik kualitatif ini menggunakan uji kredibilitas data, uji
transferability, uji dependability dan uji confirmability.*

Namun pada penelitian yang akan dilakukan hanya menggunakan uji
kreadibilitas.Dalam uji credibility (kredibilitas) data atau kepercayaan
terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan cara:

1. Perpanjangan Pengamatan yaitu peneliti kembali ke
lapangan,melakukan pengamatan,wawancara lagi dengan sumber
data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru, agar data
yang diperoleh dapat benar-benar dipertanggungjawabkan.

2. Peningkatan Ketekunan atau kecermatan Dalam Penelitian, yaitu
salah satu cara untuk mengontrol /mengecek pekerjaan apakah data
yang telah dikumpulkan,dibuat dan disajikan sudah benar atau
belum,dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi,buku,hasil
penelitian  terdahulu,dan  dokumen-dokumen  terkait dengan
membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh

3. Dan Triangulasi.yaitu penegecekan data dari berbagai sumber dengan
berbagai  waktu. Data ini  terdiri  dari  (Trianggulasi
sumber, Trianggulasi Teknik,dan Trianggulasi waktu).

Jadi pada penelitian yang akan dilakukan di KPU Kabupaten

Barru menggunakan uji keabsahan data creadibility (kreadibilitas)

yaitu setelah data diperoleh maka dilakukan kembali perpanjangan

pengamatan serta mengecek kembali data dari berbagai sumber.
G. Teknik Analisis Data

Pengelolaan data yang telah didapatkan akan ditindaklanjuti dengan
menggunakan metode kualitatif dengan memperhatikan aspek- aspek objek
penelitian. Data yang diperoleh melalui pengumpulan data akan dianalisa

yakni dengan menggambarkan dengan kata- kata dari hasil yang telah

“Ahmad Adip Muhdi, Manajemen Pendidikan Terpadu Pondok Pesantren dan Perguruan
Tinggi, (Malang : Literasi Nusantara, 2018), h. 105- 107
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diperoleh. Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan
sejak memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.
“ Analisis data adalah pegangan bagi peneliti”, dalam kenyataannya analisis
data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah
selesai pengumpulan data.** Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif,
yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya
dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.*?

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisa deduktif, artinya data
yang diperoleh dilapangan secara umum kemudian diuraikan dalam kata- kata
yang penarikan kesimpulannya bersifat khusus. Ada tiga metode dalam
analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan
kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada
penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul
dari catatan- catatan tertulis dilapangan. Proses berlangsung terus menerus
selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar- benar
terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian,
permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih
peneliti.*3

Dalam proses reduksi ini, peneliti benar- benar mencari data yang

benar- benar valid dan akurat. Reduksi data bukanlah sesuatu yang
terpisah dari analisis. la merupakan bagian dari analisis, pilihan- pilihan
peneliti potongan- potongan data untuk diberi kode, untuk ditarik keluar,

dan rangkuman pola- pola sejumlah potongan, apa pengembangan

41Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Cet. X1, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 336.

42Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Cet.
XIX, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 194.

“3Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, Jurnal Alhadharah, Vol. 17 No. 33, Januari- Juni
2018, h. 91.
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ceritanya, semua merupakan pilihan- pilihan analitis. Reduksi data adalah
suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan,
membuang, dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan
akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

Model Data/ Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi
kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan.
Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik,
jaringan dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan
menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertata secara apik.

Pada umumnya teks tersebut berpencar- pencar, bagian demi bagian,
tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti peneliti mudah melakukan
suatu kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah
mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat- sekat dan tidak berdasar.
Kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang
kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau
konfigurasi yang mudah dipahami.**

Peneliti selanjutnya dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan
yang dijustifikasikan dan bergerak ke tahap analisis berikutnya.
Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model
bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris
dari suatu matrik data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam
bentuk yang sama, harus dimasukkan kedalam sel yang mana adalah

aktivitas analisis.*

132.

4Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif, ( Bandung: CV Alfabeta, 2011), h. 101.
4SEmzir, Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif,( Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.
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3. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi Kesimpulan.

Langkah ketiga dari aktifitas analisis adalah penarikan kesimmpulan.
Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan
“makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola- pola, penjelasan, konfigurasi
yang mungkin, alur kausal, dan proporsi- proporsi. Peneliti yang
kompeten dapat menangani kesimpulan- kesimpulan ini secara jelas,
memelihara kejujuran dan kecurigaan.

Kesimpulan”akhir” mungkin tidak akan terjadi hingga pengumpulan
data selesai, tergantung pada ukuran korpus dari catatan lapangan,
pengodean, penyimpanan, dan metode- metode perbaikan yang digunakan,
pengalaman peneliti, dan tuntutan dari penyandang dana, tetapi
kesimpulan sering digambarkan sejak awal, bahkan ketika seorang peneliti
menyatakan telah memproses secara induktif.*® Penarikan kesimpulan
hanyalah sebagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-
kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-
makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan

kesesuaiannya sehingga validalitasnya terjamin.*’

210.

46Emzir, Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif), h. 132.

47Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis memaparkan hasil dari data yang didapatkan
sebagaimana permasalahan yang telah dirumuskan pada rumusan masalah
diatas.

A. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Proses Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten
Barru

Pada dasarnya, pemilu adalah proses pendemokrasian suatu bangsa.
Dengan adanya pemilu, rakyat dapat menyalurkan aspirasi serta hak
demokrasinya. Dengan memberikan suaranya, rakyat akan merasa sudah ikut
berpartisipasi baik dalam bidang politik maupun bernegara.

Dalam upaya agar pemilu berjalan sesuai dengan konsep demokrasi,
maka pemilu harus terlaksana dengan berlandaskan asas- asas yang disebut asas
pemilu. Adapun asas- asas pemilu yaitu:

a. Langsung

Pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya
sesuai dengan kehendaknya sendiri tanpa perantara orang lain dalam memilih
wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat dan di
pemerintahan.

Dalam pelaksanaan asas ini, masyarakat betul- betul harus mendatangi
Tempat Pemungutan Suara (TPS) di daerahnya secara langsung, tanpa
diwakilkan dalam keadaan apapun jika ia betul- betul ingin menggunakan hak
pilihnya atau suaranya karena masyarakat tersebut sudah terdaftar sebagai

pemilih dengan menggunakan identitas aslinya seperti KTP.

38
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Pelaksanaan Pilkada 2020 yang dilaksanakan di Kabupaten Barru
terbilang sesuai dengan asas ini. Masyarakat Kabupaten Barru khususnya
masyarakat penyandang disabilitas, mereka menggunakan hak pilihnya atau
suaranya sendiri tanpa adanya campur tangan oleh orang lain. Mereka
mendatangi langsung Tempat Pemungutan Suara (TPS) di daerahnya masing-
masing.

b. Umum

Semua warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai
pemilih dapat memilih atau dipilih. Konsep tersebut disebut sebagai asas umum.
Pelaksanaan pemilu di Indonesia dilaksanakan untuk semua Warga Negara
Indonesia yang telah terdaftar sebagai Daftar Pemilin Tetap (DPT). Agar
masyarakat bisa terdaftar sebagai DPT, maka masyarakat harus memenuhi
persyaratan- persyaratan yang telah ditentukan dan telah diatur dalam suatu
peraturan perundang- undangan.

UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum sebagai peraturan
yang mengatur dan membahas hal- hal yang berkaitan dengan pemilihan umum.
Dalam Pasal 28 dan 29 UU No. 3 tahun 1999 terdapat pembahasan mengenai
syarat- syarat yang harus dipenuhi masyarakat agar terdaftar sebagai pemilih.

Adapun syarat- syaratnya yaitu:

1) Seorang Warga Negara Indonesia yang telah berumur 17 tahun atau

sudah/ pernah menikah

2) Nyata- nyata tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya
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3) Tidak sedang menjalani pidana penjara atau pidana kurungan
berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh hukum
tetap.

4) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Apabila telah memenuhi segala syarat diatas, maka masyarakat berhak
terdaftar sebagai pemilih. Pilkada serentak 2020 dilaksanakan pada 9 Desember
2020, termasuk Kabupaten Barru. Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Barru
melibatkan seluruh masyarakat, termasuk masyarakat penyandang disabilitas.

Semua masyarakat Barru termasuk penyandang disabilitas yang telah
terdaftar sebagai pemilih ikut berpartisipasi dalam Pilkada tersebut. Mereka telah
memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, Pelaksanaan
Pilkada 2020 di Kabupaten Barru sesuai dengan asas umum.

c. Bebas

Pemilihan umum harus terlaksana sesuai dengan konsep demokrasi.
Pemilihan umum harus didasari dengan asas bebas. Asas bebas dalam pemilihan
umum Yyang dimaksud adalah masyarakat yang ikut dalam pemilihan umum
berhak untuk memilih wakil rakyat sesuai dengan hati nuraninya tanpa ada
paksaan dari siapapun dan apapun.

Dalam menggunakan suara atau hak pilihnnya dalam pemilu,
masyarakat pemilih harus terhindar dari tindakan intervensi. Intervensi
merupakan tindakan yang mencampuri hak orang lain. Tindakan ini banyak
terjadi di kalangan masyarakat pada saat pemilu berlangsung agar pihak yang

diintervensi mau mengikuti kemauan pihak yang mengintervensi.
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Jika ditinjau dari hasil penelitian, pelaksanaan Pilkada 2020 di
kabupaten Barru tidak terdapat tindakan intervensi dikarenakan masyarakat
memilih sesuai dengan hati nurani atau keinginannya. Oleh karena itu,
pelaksanaan Pilkada tersebut sesuai dengan asas bebas.

d. Rahasia

Asas rahasia dalam pemilu adalah pemilih dalam memberikan
suaranya dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada
surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh siapapun.®® Asas rahasia dalam
pemilu lebih ditujukan kepada pemilih sebagai pemegang hak suara sah. Jadi
pemilih tidak boleh memberitahukan pilihannya kepada siapapun.

Asas rahasia merupakan suatu upaya untuk menjaga integritas pemilu
agar tetap berjalan sesuai kaidah demokrasi. Rahasia dalam memberikan hak
pilih atau suaranya dalam pemilu juga merupakan upaya untuk meminimalisir
adanya tindakan intervensi dari pihak manapun.

Pelaksanaan Pilkada 2020 di Kabupaten Barru menjunjung tinggi asas
rahasia. Hal tersebut bisa dibuktikan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis
dalam wawancaranya bersama salah satu responden dari golongan masyarakat
penyandang disabilitas. Jadi, pelaksanaan Pilkada tersebut sesuai dengan asas
rahasia.

e. Jujur
Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu, aparat

pemerintah, peserta pemerintah, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih,

48Sun Fatayati, Relevansi Asas- Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu yang
Demokratis dan Berintegritas, Jurnal Relevansi, Vol. 28, No. 1, Januari- Juni 2017, h. 161.
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serta semua pihak yang bersangkutan harus bersikap dan bertindak jujur sesuai
dengan aturan yang berlaku.*

Seluruh komponen vyang terlibat dalam kegiatan Pemilu harus
menjunjung tinggi integritas dalam Pemilu serta konsep demokrasi. Mulai dari
pelaksanaan hingga hasil harus sesuai dengan fakta dan tidak ada kecurangan
sedikitpun.

Pelaksanaan Pilkada 2020 di Kabupaten Barru terbilang belum sesuai
dengan asas ini dikarenakan Kabupaten Barru merupakan daerah di Sulawesi
Selatan yang tercatat mendominasi pelanggaran Pilkada. Menurut temuan
Bawaslu, jumlah pelanggarannya mencapai 62 Kasus.

f. Adil

Asas adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu tanpa
ada pengistimewaan dan tindakan diskriminasi terhadap peserta atau pemilih
tertentu. Asas ini merupakan asas dalam Pemilu yang sangat vital, karena asas ini
yang menjadi tolak ukur keberhasilan KPU dalam melaksanakan suatu Pemilu.

Keadilan merupakan salah satu elemen dari Negara hukum, karena
tanpa adanya keadilan, Negara tersebut belum sepenuhnya layak dikatakan
sebagai Negara hukum dikarenakan hukum menjunjung tinggi nilai- nilai
keadilan.

Dalam Pasal 281 ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang berhak bebas
dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak
mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu ”.

Dalam pasal tersebut menjelasakan bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak

“SEpu Kosmas dan Darius Mauritsius, Pelaksanaan Asas Pemilu: Analisis Masalah Daftar
Pemilih Tetap Dalam Pemilu 2009, Jurnal Konstitusi, VVol. 11, No. 1, Juni 2009, h. 97.
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mendapatkan perlakuan yang sama tanpa adanya tindakan diskriminasi dari pihak
manapun.

Pelaksanaan Pilkada 2020 di Kabupaten Barru dinilai telah
melaksanakan asas adil dikarenakan pemilih yang ikut dalam Pilkada tersebut
bukan hanya masyarakat normal, tetapi masyarakat penyandang disabilitas juga
diikutsertakan dalam Pilkada tersebut. Berbagai upaya yang dilakukan KPU
Kabupaten barru dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas sudah
menjadi bukti bahwa Pilkada tersebut terlaksana sesuai dengan asas adil.

Proses penyelenggaraan Pemilu yang demokratis ditandai oleh
sejumlah indikator. Pertama, sistem pemilu yang tidak hanya sesuai dengan
karakteristik masyarakat tetapi sesuai dengan sistem politik demokrasi
yang hendak diwujudkan. Kedua, pengaturan seluruh tahapan proses
penyelenggaraan Pemilu yang tidak hanya menjamin kepastian hukum
tetapi juga dirumuskan berdasarkan asas- asas pemilu yaitu langsung,
umum, bebas, rahasia, adil, dan jujur. Ketiga, kompetisi antar partai atau
calon berlangsung bebas dan adil. Keempat, penyelenggara Pemilu yang
tidak hanya professional tetapi juga bertindak independen dan imparsial
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kelima, proses pemungutan
dan perhitungan suara, tabulasi, dan pengumuman hasil perhitungan suara
dilakukan sesuai dengan asas- asas Pemilu demokratis. Keenam, sistem

penegakan hukum yang mengatur Pemilu harus dilaksanakan secara adil
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dan tepat waktu. Dan ketujuh, partisipasi masyarakat dalam proses
Pemilu.>°

Pelaksanaan suatu kegiatan pemilu tidak serta merta dilaksanakan
sesuai keinginan penyelenggara, akan tetapi ada pedoman yang harus
diikuti agar pemilu terlaksana dengan tertib. Pedoman yang diikuti oleh
penyelenggara Pemilu adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Peraturan yang dipedomani oleh seluruh KPU di Indonesia yang
melaksanakan Pilkada Serentak 2020 yaitu PKPU No. 5 Tahun 2020
dikarenakan isi dari PKPU tersebut membahas dan mengatur tentang
tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
tahun 2020.

KPU Kabupaten Barru melaksanakan pemilihan umum Kepala
Daerah berdasarkan PKPU No. 5 Tahun 2020. Seluruh proses pelaksanaan
pemilu mulai dari awal sampai akhir berpedoman pada peraturan tersebut.
Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Kassubag Teknis dan Hupmas KPU

Kabupaten Barru ( Pak Mustan Afandhi) bahwa:

*“ seluruh program dan jadwal pelaksanaan pemilu di Kabupaten Barru
berpedoman pada PKPU No. 5 Tahun 2020. Mulai dari persiapan
pemilu, pelaksanaan sampai selesai, kami dari tim KPU berpedoman

pada peraturan tersebut.”>

*0Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto, Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Proses
Penyelenggaraan Pemilihan Umum, ( Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan : Jakarta Selatan,
2013), h. 1.

SIMustan Afandhi, Kassubag Teknis dan Hupmas, Wawancara oleh penulis di KPU
Kabupaten Barru, 26 November 2021.
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Gambar 4.1 Lampiran PKPU No. 5 Tahun 2020 Tentang Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati

, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota

Tahun 2020
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Berdasarkan wawancara diatas, maka penulis dapat menyimpulkan
bahwa PKPU No. 5 Tahun 2020 menjadi landasan dan pedoman bagi KPU
Kabupaten Barru dalam melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun
2020.

Dalam rangkaian proses pelaksanaan pemilu, sosialisasi politik
merupakan salah satu tahapan yang paling penting sehingga prosesnya tidak bisa
dikesampingkan oleh penyelenggara pemilu. Sosialisasi politik sangat penting
bagi mereka yang masih mempertanyakan tentang pentingnya pemilu
dikarenakan kebanyakan masyarakat merasa pesimis dengan perubahan yang
berarti bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, sosialisasi
politik sangat penting untuk dilakukan agar masyarakat paham dan sadar akan
pentingnya pemilu.?

Salah satu kesuksesan pelaksanaan pemilu ialah banyaknya partisipasi
masyarakat dalam artian tidak adanya golput. Jumlah partisipasi masyarakat
tidak terlepas dari upaya tim KPU dalam mendata masyarakat yang akan
dijadikan sebagai Daftar Pemilih Tetap ( DPT).

Dari hasil wawancara dengan Bapak Kassubag Teknis dan Hupmas
KPU Kabupaten Barru ( Pak Mustan Afandhi) yang berlangsung di Kantor KPU
Kabupaten Barru pada tanggal 12 November 2021 menyatakan bahwa :

“Ada tim khusus untuk mendata masyarakat. tim DPT namanya.

Mereka yang bertugas untuk mendata semua masyarakat terkhusus

penyandang disabilitas, orang tua. Jadi, bagi masyarakat yang sudah

memenuhi syarat sebagai pemilih bisa terdaftar sebagai Daftar Pemilih

Tetap (DPT) yaitu KTP dan KK.”*3

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka penulis dapat
menyimpulkan bahwa dalam menetapkan DPT, ada persyaratan yang mesti
dipenuhi oleh masyarakat agar mereka terdaftar sebagai DPT yaitu adanya KTP

dan KK.

52y usa Djuyandi, Efektifitas Sosialisasi Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Oleh
Komisi Pemilihan Umum, Jurnal Humaniora, Vol. 5, No. 2, Oktober 2014, h. 1207.

%3Mustan Afandhi, Kassubag Teknis dan Hupmas, Wawancara oleh penulis di KPU
Kabupaten Barru, 12 November 2021.
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Gambar 4.2 Struktur Petugas DPT

Proses pelaksanaan Pemilu 2020 di Kabupaten Barru dimulai sejak
tanggal 30 September 2019, mulai dari tahap persiapan sampai penyelenggaraan.
Adapun proses- prosesnya antara lain:

a. Tahap Persiapan

1) Perencanaan program dan anggaran

2) Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan

3) Sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan Bimtek kepada
KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPDP, dan
KPPS

4) Pembentukan masa kerja PPK, PPS, PPDP, dan KPPS.

5) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, PPL,

dan Pengawas TPS



6)

7)
8)
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Pemberitahuan dan pendaftaran Pemantau Pemilihan, Lembaga
Survey, dan Perhitungan Cepat Hasil Pemilihan.
Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan

Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

b. Tahap Penyelenggaraan

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Pengumuman pendaftaran pasangan calon

Pendaftaran pasangan calon

Verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon
Penetapan pasangan calon

Pelaksanaan Kampanye

Pelaksanaan pemungutan suara

Perhitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara
Penetapan calon terpilih

Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan

10) Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih

11) Evaluasi dan pelaporan tahapan.

Proses pelaksanaan Pilkada 2020 di Kabupaten Barru dapat berjalan

lancar tidak terlepas dari upaya- upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten

Barru untuk memudahkan penyandang disabilitas dalam melakukan hak pilihnya.

Adapun upaya- upaya tersebut yaitu:

a. Melakukan pendataan

Pendataan menjadi salah satu hal penting dalam upaya pemenuhan hak

pilih terkhusus bagi masyarakat penyandang disabilitas. Proses pendataan

masyarakat dilakukan oleh Tim DPT yang dibantu oleh tim PPDP. Pendataan
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dilakukan dengan mendatangi rumah masing- masing masyarakat, kemudian
meminta masyarakat menyediakan KTP dan KK.
Sebagaimana dikutip dari hasil wawancara dengan masyarakat

penyandang disabilitas yaitu pak Haeruddin

“Upaya yang dilakukan tim PPDP untuk mendata pemilih yang berhak
ikut dalam Pilkada yaitu dengan mendatangi rumah warga, kemudian
kami diminta untuk menyediakan KTP dan KK. «>*

Hal serupa juga dikatakan oleh masyarakat penyandang disabilitas
yang lainnya yaitu Pak Yulianus.
“Jadi mereka datang kerumah untuk meminta KTP dan KK. Mereka

mau mendata masyarakat yang berhak ikut serta dalam Pilkada
kemarin.”®

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka penulis dapat
menyimpulkan bahwa untuk terdaftar sebagai pemilih, maka masyarakat perlu
memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, seperti menyediakan KTP dan KK.

Pelaksanaan Pilkada 2020 di Kabupaten Barru terbagi menjadi 5
Daerah Pemilihan (Dapil), yaitu:

1) Dapil 1: Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Pujananting

2) Dapil 2 : Kecamatan Tanete Rilau

3) Dapil 3 : Kecamatan Barru

4) Dapil 4 : Kecamatan Balusu, Kecamatan Soppeng Riaja

5) Dapil 5 : Kecamatan Mallusetasi.

KPU Kabupaten Barru menyelenggarakan Pilkada 2020 di lima

wilayah daerah pemilihan. Daerah pemilihan tersebut masing- masing memiliki

4Haeruddin, Masyarakat Penyandang Disabilitas, Wawancara Oleh Penulis di Padongko, 27
November 2021.

SYulianus, Siswa SLB, Wawancara Oleh Penulis di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Barru, 29
November 2021.
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Pemilih yang termasuk kedalam golongan masyarakat penyandang disabilitas.
Jumlah keseluruhan masyarakat penyandang disabilitas Kabupaten Barru yang
telah terdaftar sebagai pemilih sebanyak 660 orang. Jumlah tersebut terbagi lagi
kedalam 7 kecamatan yang ada di Kabupaten Barru. Adapun jumlah pemilih
penyandang disabilitas di Kabupaten Barru yaitu :

Tabel 4.1 Rekapitulasi Jumlah Pemilih Disabilitas Pilkada 2020 Kabupten Barru

Tanete Riaja 57 10 8 18
Tanete Rilau 35 15 11 20
Barru 73 14 9 45
Soppeng Riaja 110 2 18 59
Malusettasi 21 4 8 18
Pujananting 14 7 0 18
Balusu 19 8 10 29
TOTAL 329 60 64 207

Sumber Data : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barru.

b. Menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi penyandang disabilitas
Sarana dan prasarana sangat penting dalam penyelenggaraan
Pemilihan Umum, terkhusus bagi masyarakat penyandang disabilitas yang ingin
menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon wakil rakyat yang ingin dipilih.
Sarana dan prasarana yang disediakan oleh KPU Kabupaten Barru yaitu
menyediakan TPS yang tempatnya tidak terlalu tinggi dan menyediakan surat

suara khusus menggunakan huruf braille.
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Sebagaimana yang dikutip dari hasil wawancara yang dilakukan
bersama dengan pak Mustan Afandhi selaku KASUBAG Teknis dan Hupmas

KPU Kabupaten Barru yaitu

“Ada TPS khusus bagi penyandang disabilitas. Jadi, kami cari tempat
yang tidak tinggi agar memudahkan akses jalan bagi penyandang
disabilitas Dan kami juga menyediakan draft pemilihan yang
menggunakan huruf braille untuk penyandang Tuna Netra”®

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan sarana yang
disediakan oleh KPU Kabupaten Barru dalam memudahkan masyarakat
penyandang disabilitas dalam memilih yaitu dengan menyediakan sarana dan
prasarana berupa TPS yang tidak terlalu tinggi dan menyediakan surat suara
khusus menggunakan huruf Braille

c. Memberikan Perlakuan Khusus Kepada Masyarakat Penyandang
Disabilitas

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang
beragam, diantaranya yaitu penyandang disabilitas fisik, disabilitas mental dan
disabilitas ganda. Menurut UU Nomor 8 tahun 2016 Pasal 1 ayat (1), penyandang
disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual,
mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang berinteraksi dengan
lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi
secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan

kesamaan hak.57

S6Mustan Afandhi, Kassubag Teknis dan Hupmas, Wawancara oleh penulis di KPU
Kabupaten Barru, 12 November 2021.

S"Muflih Ramadhani, Perlindungan Hukum Hak Memilih Penyandang Disabilitas Dalam
Pemilihan Umum, h. 245.
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Salah satu hak yang harus dimiliki oleh penyandang disabilitas
adalah hak pilih. Penyandang disabilitas juga berhak ikut berpartisipasi
dalam kegiatan- kegiatan politik seperti Pemilu dikarenakan suara dari
penyandang disabilitas juga berpengaruh terhadap hasil dari pemilu itu
sendiri.

Untuk mewujudkan penyandang disabilitas agar dapat ikut serta
dalam memilih, KPU memberikan perlakuan khusus kepada penyandang
disabilitas dengan cara diadakannya pendampingan dari pihak KPU itu
sendiri sehingga memudahkan para penyandang disabilitas selama proses
pemilihan berlangsung.

Dikutip dari hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan Pak

Mustan Afandhi yaitu :

“Dalam  proses pelaksanaan pilkada kita melakukan
pendampingan pendampingnya bukan orang sembarang,
pendampingnya yaitu petugas TPS”>8
Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam
proses pelaksanaan pilkada di Kab.Barru para penyandang Disabilitas
mendapatkan perlakuan khusus oleh pihak KPU,seperti
pendampingan,contohnya membantu salah satu penyandang disabilitas
(tuna daksa) yang memakai kursi roda.
d. Membentuk Relawan demokrasi

Pihak KPU dalam proses pilkada 2020 membentuk Relawan

demokrasi yang bertujuan sebagai gerakan social untuk meningkatkan

%Mustan Afandhi, Kassubag Teknis dan Hupmas, Wawancara oleh penulis di KPU
Kabupaten Barru, 12 November 2021.
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partisipasi dan kualitas pemilu dalam suatu pemilihan umum. Relawan
demokrasi menjadi mitra KPU dalam melaksanakan sosialisasi.
Sebagaimana wawancara yang dilakukan bersama dengan pak Mustan

Afandhi di Kantor KPU Kabupaten Barru sebagai berikut.

“waktu Pilkada kemarin, kami memiliki Relawan Demokrasi yang
khusus ditempatkan di setiap segmen. Ada segmen untuk pemilih
pemula, Agama, dan disabilitas. Pada segmen disabilitas, kami
memang memiliki petugas yang mengerti bahasa isyarat, yaitu guru di
SLB. Jadi guru tersebut yang mensosialisasikan menggunakan bahasa
isyarat kepada penyandang disabilitas”>®

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka penulis dapat
menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan sosialisasi pemilu, terdapat beberapa
segmen. Salah satunya yaitu disabilitas. Pada segmen disabilitas, tim KPU
memiliki relawan demokrasi yang dapat menggunakan bahasa isyarat untuk
mensosialisasikan pemilu di kalangan masyarakat penyandang disabilitas.

2. Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas
Dalam Pemilukada

Hak politik merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Hak untuk
memilih dan dipilih merupakan hak bagi setiap individu atau warga negara yang
harus dijamin pemenuhannya oleh negara tanpa adanya diskriminasi. Negara
perlu memenuhi segala bentuk hak asasi setiap warga negara dalam Pemilihan
Umum. Sementara hak pilih diatur dalam UUD 1945 mulai Pasal 27 ayat (1) dan
(2), Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayar (3). Peraturan tersebut

menegaskan bahwa negara harus memenuhi hak asasi setiap warga negaranya

%Mustan Afandhi, Kassubag Teknis dan Hupmas, Wawancara oleh penulis di KPU
Kabupaten Barru, 12 November 2021.
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khususnya dalam partisipasinya di pesta demokrasi yang meliputi Pemilu,
Pilpres, dan Pilkada.®

Pemilihan umum merupakan sarana yang disediakan bagi masyarakat
untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan suaranya guna memilih wakil
rakyat, serta merupakan bukti adanya upaya untuk mewujudkan demokrasi.

Untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang demokratis diatur
dalam Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 menentukan bahwa Pemilihan Umum
diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional,
tetap, mandiri. 5

a. Pengidentifikasian Masyarakat Penyandang Disabilitas

Pelaksanaan Pilkada 2020 yang diseleggarakan di Kabupaten
Barru rupanya memiliki kendala yang dialaminya. Dalam wawancara yang
dilakukan oleh penulis kepada pak Mustan Afandhi, beliau mengatakan

bahwa :

“kalau kendala, pengidentifikasian penyandang disabilitas seperti
alamatnya. Itukan kita kurang tahu. Jadi untuk mengefisiensikan,
solusinya adalah pergi ke SLB. "%

Berdasarkan wawancara diatas, maka penulis dapat mengambil
kesimpulan bahwa upaya pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas di
Kabupaten Barru sebenarnya tidak ada faktor penghambat yang sangat serius,
paling hanya terletak pada hal pengidentifikasian calon pemilih yang dilakukan

oleh para petugas yang telah diberikan wewenang mulai dari meninjau langsung

80Adi Akmal, Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Dalam Pemenuhan
Hak Pilih Penyandang Disabilitas di Pemilihan Umum Tahun 2019, Jurnal Al- Dustur, Vol. 2, No. 2,
Desember 2019, h. 152,

81Republik Indonesia, Undang- Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 22E ayat (5).

2Mustan Afandhi, Kassubag Teknis dan Hupmas, Wawancara oleh penulis di KPU
Kabupaten Barru, 12 November 2021



55

tempat para penyandang disabilitas yang disatukan di satu tempat untuk
mengikuti sosialisasi Pemilu yaitu di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Barru.

Sekolah Luar Biasa Negeri atau SLBN 1 Kabupaten Barru merupakan
sekolah yang memang diperuntukkan bagi masyarakat disabilitas yang ingin
mendapatkan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Sekolah tersebut bertempat di
jl. Melati No. 52, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten
Barru, dan bersebelahan dengan SMA PGRI Barru dan SMK Negeri 1 Barru.
SLB menjadi tempat dilakukannya sosialisasi pemilih oleh Tim KPU Kabupaten
Barru untuk masyarakat penyandang disabilitas guna memberikan pengetahuan
tentang Pemilu dan tata cara dalam pemilihan.

Selain itu, hambatan yang berhubungan dengan pengidentifikasian
data yaitu keberadaan pemilik rumah tidak sedang berada di tempat pada saat
pihak DPT melakukan pendataan ke rumah- rumah masyarakat terkhusus
masyarakat penyandang disabilitas. Sebagaimana yang diterangkan dalam hasil

wawancara bersama pak Mustan Afandhi

“dan hambatannya juga, biasanya pada saat kami melakukan
pendataan terkadang rumah yang menjadi sasaran tidak ada
orangnya atau dengan kata lain keberadaannya tidak jelas.”®

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa
keberadaan masyarakat yang tidak jelas menjadi salah satu penghambat dalam
upaya pemenuhan hak pilih terkhusus masyarakat penyandang disabilitas.

b. Komunikasi Dengan Masyarakat Penyandang Disabilitas
Komunikasi menjadi salah satu hal yang sangat penting dan

diperlukan dalam berinteraksi kepada orang lain. Tentunya, orang lain akan

83Mustan Afandhi, Kassubag Teknis dan Hupmas, Wawancara oleh penulis di KPU
Kabupaten Barru, 26 November 2021.
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paham dengan maksud dan tujuan kita apabila komunikasi kita jelas. Penyandang
disabilitas merupakan makhluk sosial yang tidak boleh dibeda- bedakan dalam
hal berkomunikasi karena mereka juga punya hak yang sama VYaitu
menyampaikan pendapat. Kebanyakan penyandang disabilitas berkomunikasi
menggunakan bahasa isyarat agar lawan bicaranya mudah mengerti dengan apa
yang disampaikan.

Dalam pelaksanaan sosialisasi pemilu, tentunya tim KPU terhambat
dalam berinteraksi dengan masyarakat penyandang disabilitas dikarenakan harus
memakai bahasa non verbal agar masyarakat penyandang disabilitas mengerti
apa yang disampaikan oleh tim KPU. Jadi, tim KPU meminta kepada guru yang
mengajar di sekolah tersebut untuk membantu dalam memberi pemahaman
kepada masyarakat penyandang disabilitas dengan menggunakan bahasa isyarat.

3. Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemenuhan Hak Pilih
Penyandang Disabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemilukada
Kabupaten Barru

Al- Qur’an sebagai kitab Allah yang paling sempurna terdapat
penjelasan tentang manusia, terkhususnya penyandang disabilitas. Istilah- istilah
penyandang disabilitas dalam Al- Qu’an, yaitu:

a. A’'ma/ ‘umyun (tunanetra), berarti keadaan seseorang yang tidak

bisa melihat.

b. Bukmun (tunawicara), berarti keadaan seseorang yang tidak

memiliki kemampuan untuk berkata- kata.

c. Shummun (tunarungu), berarti keadaan seseorang yang kesulitan

mendengar.
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d. A’raj (tunadaksa), berarti keadaan seseorang Yyang pincang
kakinya, berjalan seolah- olah sedang menanjak pada permukaan
datar. %

Islam adalah agama yang damai. Tidak menyukai kekerasan, tidak
membeda- bedakan kedudukan, kebudayaan, ras, serta status sosial. Sehingga
dalam pandangan Islam, penyandang disabilitas maupun yang bukan penyandang
disabilitas memiliki hak yang sama jika ia dalam keadaan tenang. Islam sebagai

agama Rahmatan lil” alamin yang membahas tentang perintah dan larangan.

Islam tidak hanya menjaga undang- undang, tetapi juga menjaga hati
nurani sesama manusia. Pemerintah dan masyarakat harus bekerjasama dalam
memperjuangkan hak- hak penyandang disabilitas dan membenahi kehidupan
mereka. Islam juga memerintahkan membentuk hukum yang adil sebagai dasar

atau proses politik keagamaan seperti yang dijelaskan dalam Q. S. An- Nisaa’/4:

58 yaitu:
o G 1515 Lelal ) 1558 3 o &)
@ Vs Gals O8N G174y aaay e ) (17001l 1 34885 ()
Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum
diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya
Allah memberi pengajaran yang sebaik- baiknya kepadamu. Sesungguhnya
Allah Maha mendengar lagi Maha melihat.5

®41nas Hayati, Penyandang Disabilitas Dalam Pandangan Al- Qur’an, (Universitas Islam
Negeri Ar- Raniry Darussalam:Banda Aceh, 2019), h. 66.
85Kementrian Agama Republik Indonesia 2020.
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Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah swt. memerintahkan untuk
menjalankan amanat dengan jujur dan adil serta dilakukan kepada pemilik atau
yang berhak menerimanya. Selain itu, Allah memerintahkan kita untuk berlaku
adil dan jujur sesuai dengan ajaran Islam apabila sedang mentapkan suatu hukum
atau peraturan. Perintah tersebut dibuat menyeluruh untuk semua manusia.
Dengan demikian, keadilan maupun amanah harus dilaksanakan dan ditegakkan
tanpa melihat latar belakangnya.

Peraturan yang dibuat oleh pemerintah sangat penting dalam
memberikan kepastian hukum untuk memenuhi hak- hak penyandang disabilitas
dan melindunginya. Apabila hak- hak tersehut tidak dipenuhi, maka peraturan
yang dibuat tidak terlaksana secara efektif.

Dalam ruang lingkup Figh Siyasah, peraturan tersebut termasuk
kedalam Siyasah Dusturiyah yang dibuat oleh pemerintah/ imam untuk
memberikan kepastian hukum bagi penyandang disabilitas. Ada beberapa macam
Siyasah Dusturiyah, salah satunya yang berhubungan dengan pemenuhan hak
pilih yaitu Siyasah Tasyri’iyah.

Siyasah Tasyri’iyah adalah siyasah yang mengatur persoalan Ahl al-
Halli wal- aqd, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non
muslim didalam suatu negara, seperti UUD, Undang- Undang, Peraturan
Pelaksanaan, Peraturan Daerah, dan sebagainya.®®

Menurut para Ahli Figih Siyasah, Ahl al- Halli wal- Agd adalah orang-
orang terpilih yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan

suatu atas nama umat atau bisa disebut sebagai lembaga perwakilan yang

®6A. Djazuli, Figih Siyasah Implementasi Kemasalahatan Umat Dalam Rambu- Rambu
Syariah (Jakarta: Kencana, 2008), h. 48
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menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara suatu masyarakat.®’ oleh karna
itu, lembaga tersebut merupakan lembaga yang menyelenggarakan suatu
pemilihan pemimpin.

Sama halnya dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang mana
memiliki tugas sebagai penyelenggara pemilihan umum untuk memilih
pemimpin atau wakil rakyat secara demokrasi dengan menjunjung tinggi asas-
asas pemilu.

Kesetaraan manusia bermakna bahwa semua manusia memiliki
kedudukan dan tingkatan yang sama. Tingkatan atau keduudukan tersebut
bersumber dari perspektif bahwa semua manusia tidak dibedakan yaitu manusia
diciptakan dengan kedudukan yang sama sebagai makhluk mulia dan tinggi
derajatnya dibandingkan dengan makhluk lain.%

Islam memandang netral terhadap penyandang disabilitas, yang berarti
memandang penyandang disabilitas sama dengan manusia normal yang lain.
Islam lebih mementingkan amal shaleh atau perbuatan- perbuatan baik daripada
memandang fisik. Semua manusia sama kedudukannya di mata Allah, tidak ada
yang perlu disombongkan dari apa yang dia punya karena itu semua adalah
titipan Allah swt. Maka hendaknya dipergunakan dan dijalankan sesuai apa yang
diperintah Allah swt. Sebagaimana dipertegaskan dalam Q.S Al- Hujurat/49:11

sebagai berikut:

”Muhammad Igbal, Figih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Gaya

Media Pratama, 2007), h. 138.

98.

®8Herimanto dan Winamo, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h.
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Terjemahnya:
“Hai orang- orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki- laki

merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih
baik dari mereka. Dan janganlah pula sekumpulan perempuan merendahkan
kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan
janganlah suka mencela dirimu sendiri dan janganlah suka mencela dirimu
sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan.
Seburuk- buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan
barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang- orang yang
zalim” %

Ayat diatas menjelaskan adanya nilai- nilai kesetaraan, keadilan dan
tidak bersikap diskriminasi terhadap siapapun. Nilai- nilai tersebut menjadikan
sikap manusia untuk saling menghormati, menghargai, dan toleranis ke sesama
manusia.

Akan tetapi dalam praktek ketatanegaraan, Siyasah Dusturiyah
memandang bahwa pemilihan seorang pemimpin hanya dapat dilakukan oleh
perwakilan dari masyarakat. Perwakilan dari masyarakat tersebut disebut Ahlul
Halli wa al- ‘4gd. Pemilihan pada zaman Khulafa ur Rasyidun menggunakan
sistem perwakilan yang diwakili langsung oleh Ahlul Halli wa al- ‘aqd. Bisa
dikatakan bahwa sistem pemilihan tersebut adalah sistem demokrasi perwakilan,
yang artinya demokrasi yang didasarkan pada prinsip sedikit orang sebagai
perwakilan dari masyarakat atau kelompok.

Menurut Al- Mawardi, Ahlul Halli wa al- ‘aqd secara fungsional
disebut sebagai dewan perwakilan umat yang ditunjuk oleh Rasulullah saw.

dalam pemerintahannya. Meskipun secara kelembagaan dewan tersebut tidak

89K ementrian Agama Republik Indonesia 2020.
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teroganisir dan tidak terstruktur, namun keberadaan mereka sangat penting dalam
pemerintahan Islam yang selalu diajak bermusyawarah oleh Rasulullah saw.
ketika beliau menghadapi permasalahan yang tidak ada petunjuknya didalam Al-
Qur’an. Oleh karena itu, yang berhak menjadi Ahlul Halli wa al- ‘aqd yaitu para
ulama, cendekiawan, dan pemuka masyarakat atau yang biasa disebut juga Ahlu
al- ikhtiyar.”

Salah satu tugas terpenting dari Ahlul Halli wa al- ‘agd yaitu
mengadakan penelitian terlebih dahulu dari kandidat kepala negara, apakah
memenuhi syarat atau tidak. Jika telah memenuhi syarat, maka calon kepala
negara diminta kesediannya untuk memangku jabatannya. Peran Ahlul Halli wa
al- ‘agd dalam persidangan yaitu mereka berkumpul untuk memilih pemimpin,
sehingga mereka segera, sehingga mereka mempelajari setiap individu yang
ingin mencalonkan untuk menjadi kepala negara.’

Oleh karena itu, pemilihan kepala negara pada zaman tersebut tidak
melibatkan seluruh masyarakat, akan tetapi, masyarakat yang akan memilih
perwakilan dari setiap kelompoknya agar tidak ada kekeliruan atau kesalahan
dalam pemilihan kepala negara.

Adapun syarat- syarat yang harus terpenuhi oleh seorang Ahlul Halli
wa al- ‘agd yaitu:

a. Memiliki keadilan dengan seluruh syaratnya.

0Akmal Firdaus, Kewenangan Ahlul Halli Wal- Aqdi Dalam Perspektif Al- Mawardi dan

Ibnu Taimiyah (Kajian Kewenangan DPR- RI Dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014
Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah
dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah), (Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Darussalam : Banda
Aceh, 2017), h. 77.

"H. Kadenun, Kedudukan Ahlul Halli wa Al- ‘4qd Dalam Pemerintahan Islam, Jurnal
Qalamuna, Vol. 11, No. 2, Juli- Desember 2019, h. 106- 109.
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b. Memiliki pengetahuan yang dengannya dapat mengetahui
siapa yang layak menduduki jabatan Imamah dengan seluruh
syaratnya yang mu’tabar.

c. Memiliki pandangan dan hikmah yang menjadikannya mampu
memilih siapa yang paling baik atau layak menduduki jabatan
khalifah, paling mampu dan paling dikenal dalam hal
mengurus kemaslahatan umat.”?

Dari ketiga syarat diatas bisa disimpulkan bahwa AhA/ul Halli wal
Agdadalah sekumpulan orang- orang yang tidak memiliki keterbatasan fisik
maupun mental, memiliki kecakapan dalam bidang hukum, ekonomi, militer,
dll yang berhubungan dengan perkembangan negara, serta memegang teguh
pada komitmen atau tanggung jawab yang mereka pegang. Oleh karena itu,
tidak sembarang orang dapat menjadi AA/ul Halli wal Aqd.

Pemilihan umum kepala daerah yang diselenggarakan oleh KPU
Kabupaten Barru tahun 2020 melibatkan seluruh masyarakat termasuk
golongan penyandang disabilitas. Hal ini telah dibuktikan dengan berbagai
upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Barru dalam pemenuhan hak
pilih bagi penyandang disabilitas.

Secara konstitusi di Indonesia, upaya ini merupakan perwujudan
dari sila ke- 5 dari Pancasila Negara Republik Indonesia yakni keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan sesuai dengan teori keadilan. Akan

tetapi, upaya tersebut tidak sejalan dengan konsep Siyvasah Dusturiyah

"2Brainly, Tulislah Syarat Menjadi Ahlul Halli wal Aqdi, https://brainly.co.id/tugas/24134518,
diakses pada Selasa 19 Juli 2022, Pukul 19.16.
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dikarenakan pada konsep Siyasah Dusturiyah menggunakan sistem Ahlul
Halli wal Aqd.

Walaupun demikian, negara Indonesia merupakan negara yang
menjunjung tinggi nilai- nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD
1945. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam,
sistem Pemilu di Indonesia tetap mengedepankan nilai- nilai yang tertuang

dalam Pancasila dan UUD 1945.



BAB V
PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan uraian diatas dari hasil penelitian dan pembahasan yang
telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Barru sebagai penyelenggara Pilkada tahun 2020
Kabupaten Barru dalam melaksanakan suatu program, jadwal dan
tahapan- tahapan Pilkada 2020 berpedoman pada PKPU No. 5 tahun 2020.
Untuk menyukseskan Pilkada tersebut, ada beberapa upaya yang
dilakukan oleh pihak KPU Kabupaten Barru dalam pemenuhan hak pilih
masyarakat terkhusus penyandang disabilitas yaitu melakukan pendataan,
menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi penyandang disabilitas
seperti penyedian TPS yang tidak terlalu tinggi dan Surat suara khusus
Braille, memberikan pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas, dan
membentuk relawan demokrasi.

2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barru sebagai lembaga
penyelenggara Pemilihan Umum telah melakukan upaya- upaya
pemenuhan hak pilih bagi masyarakat penyandang disabilitas. Akan tetapi,
upaya tersebut belum sepenuhnya maksimal dikarenakan ada beberapa
faktor penghambat yaitu pengidentifikasian masyarakat penyandang
disabilitas, keberadaan masyarakat disabilitas tidak diketahui, dan

kesulitan dalam berinteraksi dengan masyarakat penyandang disabilitas.
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3. Dalam pandangan siyasah dusturiyah, upaya- upaya yang dilakukan oleh
KPU Kabupaten Barru tidak sejalan dengan konsep Siyasah Dusturiyah
yang mengedepankan sistem Ahlul Halli wal Agd yang mana sistem
tersebut menunjuk perwakilan dari setiap kelompok manusia yang
nantinya orang yang ditunjuk sebagai perwakilan dari kelompok manusia
akan memilih pemimpin atau kepala negara.

B. Saran
Berdasarkan penjelasan dan kenyataan yang telah didapatkan oleh
peneliti terhadap penelitian yang dilakukan dengan judul “Upaya Pemenuhan
Hak Pilih Penyandang Dlsabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Kepala Daerah Tahun 2020 Kabupaten Barru”, maka saran yang peneliti berikan
yaitu:
1. Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barru:
Mengingat bahwa upaya pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas
yang dilakukan belum sepenuhnya optimal, maka dari itu, perlu
dioptimalkan lebih lagi terhadap upaya- upaya pemenuhan hak pilih
yang akan dilakukan. Sebaiknya, data penyandang disabilitas yang
ikut dalam Pemilihan Umum yang akan dilaksanakan mendatang perlu
diperhatikan dan diperjelas kembali pembagian pemilih penyandang
disabilitas yang telah terdaftar dengan pemilih penyandang disabilitas
yang telah menggunakan hak suaranya.
2. Kepada peneliti selanjutnya:
Bagi peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian lebih lanjut

mengenai upaya pemenuhan hak pilih dengan memperluas subjek
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penelitian di berbagai kalangan masyarakat yang ada di Kabupaten
Barru  mengingat  pentingnya peranan  masyarakat dalam

menyukseskan kegiatan politik, yaitu Pemilihan Umum.
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JUDUL - UPAYA PEMENUHAN HAK PILIH PENYANDANG

DISABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
KABUPATEN BARRU (ANALISIS SIYASAH
DUSTURIYAH)

PEDOMAN WAWANCARA

Informan 1 : Pihak KPU

Pertanyaan :

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di
Kabupaten Barru?

2. Sejauh manakah perkembangan partisipasi masyarakat dalam mengikuti
pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Barru?

3. Berapa jumlah Dapil yang melaksanakan pemilu tersebut?

4. Berapa jumlah masyarakat prnyandang disabilitas yang tidak ikut serta atau
golput dalam pemilu tersebut?

5. Bagaimana bentuk TPS khusus penyadang disabilitas?
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Bagaimana upaya- upaya pihak KPU kabupaten Barru dalam memenuhi hak
pilih masyarakat penyandang disabilitas?

Kendala apa sajakah yang dialami oleh pihak KPU dalam proses pemenuhan
hak pilih masyarakat penyandang disabilitas?

Bagaimana solusi pihak KPU terhadap kendala- kendala tersebut?

Informan 2 : Masyarakat Penyandang Disabilitas

Pertanyaan :

1.
2.

Bagaimana tingkat kepuasan bapak/ibu terhadap pelayanan pihak KPU?
Apakah KPU kabupaten Barru melakukan tindakan diskriminasi terhadap
masyarakat penyandang disabilitas?

Menurut bapak/ibu, apakah pelaksanaan pemilu berjalan efektif?

Apa sajakah kesulitan yang dialami bapak/ibu selama proses pemilu
berlangsung?

Menurut bapak/ibu, apakah pemilu tersebut penting untuk masyarakat?
Apakah bapak/ibu ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum tersebut? Jika
tidak, apa alasannya?

Bagaimana cara pihak PPDP dalam mendata masyarakat agar bisa ikut
memilih?

Apakah TPS pada pilkada 2020 kab.Barru diklasifikasikan sesuai dengan

jenis disabilitas ?
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Parepare, 17 Januari 2022

Mengetahuli,-
PembimbingUtama Pembimbing Pendamping
(Dr. Zainal Said, M. H) (Dr.Hj.Saidah, M. H.)
NIP. 19761118 200501 1 002 NIP. 19790311 201101 2 005
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TRANSKIP WAWANCARA

Identitas informan

Nama : Mustan Afandhi Hafid, S. H., M. H.

Jabatan: KASUBAG Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Barru

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di

Kabupaten Barru?

Jawaban: seluruh program dan jadwal pelaksanaan Pemilu di kabupaten Barru
berpedoman pada PKPU No. 5 tahun 2020. Mulai dari persiapan
pemilu, pelaksanaan sampai selesai, kami dari tim KPU
berpedoman pada peraturan tersebut.

. Sejauh manakah perkembangan partisipasi masyarakat penyandang disabilitas

dalam mengikuti pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Barru?

Jawaban : Sejauh ini, jumlah masyarakat penyandang disabilitas yang ikut
memilih  mencapai 660 orang. Selebihnya tidak diketahui
dikarenakan terkendala pada saat pengidentifikasian data.

Berapa jumlah Dapil yang melaksanakan pemilu tersebut?

Jawaban: jumlah dapilnya ada 5. Dapil 1 di Tanete Riaja dan Pujananting,
Dapil 2 di Tanete Rilau, Dapil 3 di kecamatan Barru, Dapil 4 di
Balusu dan Soppeng Riaja, dan Dapil 5 di Malusettasi

Berapa jumlah masyarakat penyandang disabilitas yang ikut serta dalam

pemilu tersebut?

Jawaban: dari jumlah 660 orang penyandang disabilitas yang terdaftar sebagai

pemilih dalam Pilkada 2020 Kabupaten Barru, kita tidak tahu pasti
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berapa yang ikut memilih. Yang pastinya, semua sudah terpenuhi
hak pilihnya.
5. Bagaimana bentuk TPS khusus penyandang disabilitas?

Jawaban: kami menyediakan TPS khusus bagi para penyandang disabilitas
yang tidak terlalu tinggi tempatnya agar memudahkan mereka
dalam proses pelaksanaan pemilu tersebut.

6. Bagaimana upaya- upaya pihak KPU kabupaten Barru dalam memenuhi hak
pilih masyarakat penyandang disabilitas?

Jawaban: kami membentuk tim DPT. Tim ini yang bertugas untuk mendata
masyarakat yang berhak ikut memilih. Kami juga mengadakan
sosialisasi dengan masyarakat penyandang disabilitas di SLB
Negeri 1 Barru.

7. Kendala apa sajakah yang dialami oleh pihak KPU dalam proses pemenuhan
hak pilih masyarakat penyandang disabilitas?

Jawaban: kendala yang kami alami yaitu pada saat pengidentifikasian
masyarakat disabilitas seperti alamatnya. Kemudian kami juga
susah dalam berkomunikasi dengan masyarakat penyandang
disabilitas.

8. Bagaimana solusi pihak KPU terhadap kendala- kendala tersebut?

Jawaban : kami membentuk tim DPT yang bertugas mendata masyarakat
terkhususnya masyarakat penyandang disabilitas yang berhak ikut
dalam pemilihan. Mengenai masalah dalam hal komunikasi
dengan masyarakat penyandang disabilitas, kami membentuk

relawan demokrasi. Relawan demokrasi tersebut dibagi menjadi
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Nama

beberapa segmen, salah satunya segmen disabilitas. Jadi relawan
demokrasi tersebut, ada petugas yang memang khusus untuk
penyandang disabilitas karena dia mampu berkomunikasi dengan

bahasa isyarat.

Identitas informan

: Haeruddin

Pekerjaan : tidak bekerja (difabel)

1.

Bagaimana tingkat kepuasan bapak/ibu terhadap pelayanan pihak KPU?

Jawaban: pelayanan KPU sudah bagus. Kami dilayani dengan baik.

Apakah KPU kabupaten Barru melakukan tindakan diskriminasi terhadap

masyarakat penyandang disabilitas?

Jawaban: tidak. Kami tidak mendapat tindakan diskriminasi. Syarat dari KPU
untuk bisa memilih sama semua. Tidak ada perbedaan.

Menurut bapak/ibu, apakah pelaksanaan pemilu berjalan efektif?

Jawaban: sejauh ini berjalan efektif. Karena tidak ada kecurangan yang saya
lihat dan terlaksana sesuai apa diharapkan.

Apa sajakah kesulitan yang dialami bapak/ibu selama proses pemilu

berlangsung?

Jawaban: mungkin karena keadaan tubuh yang membuat saya kesulitan untuk
bergerak.

Menurut bapak/ibu, apakah pemilu tersebut penting untuk masyarakat?

Jawaban: penting. Karena yang pilih pemimpin kan rakyatnya sendiri.

Apakah bapak/ibu ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum tersebut? Jika

tidak, apa alasannya?
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Jawaban: ya, saya ikut pada pilkada kemarin.

Bagaimana cara pihak PPDP dalam mendata masyarakat agar bisa ikut

memilih?

Jawaban: mereka mendatangi rumah kita satu persatu. Lalu meminta KTP dan
KK untuk bisa didata.

Apakah TPS pada pilkada 2020 kab.Barru diklasifikasikan sesuai dengan

jenis disabilitas ?

Jawaban: tidak. Tidak ada TPS yang diklasifikasikan.

Identitas informan

Nama > Yulianus
Pekerjaan . Pelajar
1. Bagaimana tingkat kepuasan bapak/ibu terhadap pelayanan pihak KPU?

Jawaban: Bagus layanannya. Bagus sekali.

Apakah KPU kabupaten Barru melakukan tindakan diskriminasi terhadap
masyarakat penyandang disabilitas?

Jawaban: tidak. Tidak ada diskriminasi.

Menurut bapak/ibu, apakah pelaksanaan pemilu berjalan efektif?

Jawaban: iya. efektif dan lancar.

Apa sajakah kesulitan yang dialami bapak/ibu selama proses pemilu
berlangsung?

Jawaban: tidak ada. Karena saya dibantu oleh adik perempuan saya.

Menurut bapak/ibu, apakah pemilu tersebut penting untuk masyarakat?

Jawaban: penting sekali.
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6.

Apakah bapak/ibu ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum tersebut? Jika

tidak, apa alasannya?

Jawaban: iya. saya ikut. Saya pergi kesana dengan adik perempuan saya.

Bagaimana cara pihak PPDP dalam mendata masyarakat agar bisa ikut

memilih?

Jawaban: mereka mendatangi rumah kita lalu meminta KTP dan KK untuk
bisa didata.

Apakah TPS pada pilkada 2020 kab.Barru diklasifikasikan sesuai dengan

jenis disabilitas ?

Jawaban: tidak. Sama semua TPS. Tidak ada yang dibedakan.

Identitas informan

Nama - Nurfadhila R
Pekerjaan . Pelajar
1. Bagaimana tingkat kepuasan bapak/ibu terhadap pelayanan pihak KPU?

Jawaban: iya saya puas

Apakah KPU kabupaten Barru melakukan tindakan diskriminasi terhadap
masyarakat penyandang disabilitas?

Jawaban: tidak ada . saya diperlakukan dengan baik

Menurut bapak/ibu, apakah pelaksanaan pemilu berjalan efektif?

Jawaban: iya. berjalan efektif.

Apa sajakah kesulitan yang dialami bapak/ibu selama proses pemilu
berlangsung?

Jawaban: saya susah berkomunikasi dengan petugas disana.

Menurut bapak/ibu, apakah pemilu tersebut penting untuk masyarakat?
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Jawaban: iya. penting sekali. Kita harus ikut memilih. Karena yang memilih
pemimpin itu kita sendiri.

6. Apakah bapak/ibu ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum tersebut? Jika
tidak, apa alasannya?
Jawaban: ya, saya ikut memilih.

7. Bagaimana cara pihak PPDP dalam mendata masyarakat agar bisa ikut
memilih?
Jawaban: mendatangi rumah masyarakat.

8. Apakah TPS pada pilkada 2020 kab.Barru diklasifikasikan sesuai dengan
jenis disabilitas ?

Jawaban: tidak ada. Semua sama saja.

Identitas informan

Nama : Marlina
Pekerjaan : Pedagang
1. Bagaimana tingkat kepuasan bapak/ibu terhadap pelayanan pihak KPU?
Jawaban: puas sekali. Bagus pelayanannya
2. Apakah KPU kabupaten Barru melakukan tindakan diskriminasi terhadap
masyarakat penyandang disabilitas?
Jawaban: saya diperlakukan dengan baik sama seperti yang lain
3. Menurut bapak/ibu, apakah pelaksanaan pemilu berjalan efektif?
Jawaban: iya. pemilihannya sudah efektif.
4. Apa sajakah kesulitan yang dialami bapak/ibu selama proses pemilu
berlangsung?

Jawaban: hanya kesulitan berbicara.
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5. Menurut bapak/ibu, apakah pemilu tersebut penting untuk masyarakat?
Jawaban: sangat penting.

6. Apakah bapak/ibu ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum tersebut? Jika
tidak, apa alasannya?
Jawaban: saya ikut memilih.

7. Bagaimana cara pihak PPDP dalam mendata masyarakat agar bisa ikut
memilih?
Jawaban: door to door. Mereka mendatangi rumah kita satu persatu

8. Apakah TPS pada pilkada 2020 kab.Barru diklasifikasikan sesuai dengan
jenis disabilitas ?

Jawaban: tidak ada pembagian seperti itu. Sama saja.

Identitas informan

Nama : Zulfikar
Pekerjaan . swasta
1. Bagaimana tingkat kepuasan bapak/ibu terhadap pelayanan pihak KPU?
Jawaban: saya puas dengan pelayanannya. Petugasnya baik dan ramah.
2. Apakah KPU kabupaten Barru melakukan tindakan diskriminasi terhadap
masyarakat penyandang disabilitas?
Jawaban: seperti yang saya bilang. Petugasnya baik dan ramah. Jadi tidak ada
tindakan diskriminasi
3. Menurut bapak/ibu, apakah pelaksanaan pemilu berjalan efektif?
Jawaban: pemilihan ini bisa terbilang efektif. Karena tidak ada kendala pada

penyelenggaraannya.
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. Apa sajakah kesulitan yang dialami bapak/ibu selama proses pemilu
berlangsung?

Jawaban: saya hanya kesulitan dalam berbicara

Menurut bapak/ibu, apakah pemilu tersebut penting untuk masyarakat?
Jawaban: penting sekali itu pemilu. Apalagi pemilihan Bupati.

. Apakah bapak/ibu ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum tersebut? Jika
tidak, apa alasannya?

Jawaban: saya ikut.

Bagaimana cara pihak PPDP dalam mendata masyarakat agar bisa ikut
memilih?

Jawaban: mereka mendatangi rumah kita. Minta kita sediakan KK dan KTP.

. Apakah TPS pada pilkada 2020 kab.Barru diklasifikasikan sesuai dengan
jenis disabilitas ?

Jawaban: sama semua. Seperti biasa.
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